MENGUKUR HALAL CITY INDEX DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:
DIAZ AYU RENGGANIS
NIM : 210503110077

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025



MENGUKUR HALAL CITY INDEX DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik lbrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:
DIAZ AYU RENGGANIS
NIM : 210503110077

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025



LEMBAR PERSETUJUAN
MENGUKUR HALAL CITY INDEX DI INDONESIA
SKRIPSI
Oleh
Diaz Ayu Rengganis

NIM : 210503110077

Telah Disetujui Pada Tanggal 10 Februari 2025

Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, M.E
NIP. 199007132019031013




LEMBAR PENGESAHAN

MENGUKUR HALAL CITY INDEX DI INDONESIA

SKRIPSI
Oleh

DIAZ AYU RENGGANIS
NIM : 210503110077

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 27 Februari 2025

Susunan Dewan Penguji Tanda Tangan
1 Ketua Penguji
Dr. Fani Firmansyah, SE., M.M
NIP. 197701232009121001
2 Anggota Penguji
Eka Wahyu Hestya Budianto, L.c., M.Si
NIP. 198908082020121002
3 Sekretaris Penguji
Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, ML.E
NIP. 199007132019031013

Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,

Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M

NIP. 197708262008012011

11



HALAMAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Diaz Ayu Rengganis
NIM 1201503110077

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah
menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang, dengan judul:

MENGUKUR HALAL CITY INDEX DI INDONESIA adalah hasil karya saya sendiri, bukan
“duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab

Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 Februari 2025

" 'Diaz Ayu Rengganis
NIM: 210503110077

il




HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya
persembahkan untuk:
Kedua Orang Tua Tercinta
Atas cinta, do’a, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas yang selalu menjadi
kekuatan dan motivasi dalam setiap langkah saya.
Keluarga Besar Tersayang
Untuk Om, Tante, Budhe, Bulik, dan sepupu-sepupu yang selalu mengiringi
perjalanan saya dengan dukungan semangat, perhatian, dan kebahagiaan selama
proses ini.
Tidak lupa kepada Alm. Nenek dan Om tersayang yang telah berpulang, yang
selalu menjadi cahaya dalam hidup saya.
Dosen-dosen yang Saya Cintai
Yang sabar dalam mengajari, membimbing, dan mendidik serta memberikan ilmu
dan inspirasi selama proses belajar saya di kampus tercinta ini.
Teman-teman Seperjuangan
Yang selalu membersamai setiap perjalanan dan memberikan dukungan moral
dan semangat selama perjalanan panjang ini.
Almamater dan Organisasi Tercinta
UIN Malang tercinta, yang menjadi tempat untuk belajar dan mengejar impian.

GenBI Malang, yang menjadi tempat bertumbuh selama dua tahun ke belakang.

v



HALAMAN MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya

beserta kesulitan ada kemudahan” — Q.S Al-Insyirah: 5-6

Kunci kebahagiaan adalah bersyukur.

When we dream it, we can be the one!



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan
hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mengukur
Halal City Index di Indonesia” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman
yang terang benderang melalui agama Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin
dapat menyelesaikannya tanpa bantuan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak. Oleh
karena itu, dengan penuh rasa hormat, saya ingin mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
(S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang.

4. Bapak Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, SE., ME, selaku Dosen Pembimbing
Skripsi yang dengan penuh kesabaran, bimbingan, dan arahannya telah membantu
penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi yang memberikan ilmu dan
pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

vi



6.

10.

11.

12.

13.

Orang tua tercinta, Bapak Supadi dan Ibu Sriyani, atas kasih sayang, doa, serta
dukungan tiada henti yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis.

Segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan
bantuan yang tak terhingga.

Sahabat baik penulis yang penulis temui satu tahun lalu dalam masa KKM, Puspa
Dewi Sugandha, yang selalu menemani masa-masa skripsi penulis, menjadi tempat
bercerita, dan selalu memberikan semangat dan dukungan yang tulus.
Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah (S1) angkatan 2021 yang telah
membersamai dalam perjalanan perkuliahan.

Teman-teman BPH GenBI Malang 2024 yang telah memberikan kesempatan untuk
belajar dan bertumbuh. Terimakasih atas ilmu dan pengalamannya selama penulis
tergabung dalam bagian pengurus harian selama satu tahun belakangan.

Teruntuk teman-teman di platform X terkhusus para mutual @yerflovvrx dan
@flatzooes yang telah menjadi tempat bercerita tanpa menghakimi.

Tidak lain tidak bukan kepada 7 bakwan sayur (Mark, Renjun, Jeno, Haechan,
Jaemin, Chenle, dan Jisung) dengan karya-karya yang penuh energi, emosional, dan
menginspirasi, serta seluruh tawa yang menemani penulis di setiap malam panjang
pengerjaan skripsi ini dengan setia dan tanpa banyak kata. Terimakasih telah
menjadi tempat pulang yang indah.

Terakhir untuk raga yang tidak pernah menyerah untuk setiap langkah kecil yang
telah diambil, meski seringkali terbungkuk lelah. Untuk setiap tetes air mata yang
dibiarkan jatuh, namun tak pernah membuatnya berhenti. Untuk malam-malam
panjang yang dilalui dengan keraguan, namun tetap bangkit dan melangkah.

Terimakasih telah tetap berdiri tegak meski dunia kadang tidak adil. Terimakasih

Vil



telah menjadi kuat meski tahu jalannya penuh kerikil dan batu. Terimakasih sudah
berjuang sejauh ini meski bukan di jalan yang tidak kau hendaki. Proud of me!

14. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan
skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik
dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga
karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya

Robbal ‘Alamin.

Malang, 14 Februari 2025

Penulis

viii



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN........cccoiiiiiii s i
LEMBAR PENGESAHAN.........ccoiiiiii s ii
HALAMAN PERNYATAAN ..ottt iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ........ccooiiiiiiiiii e iv
HALAMAN MOTTO ....oooiiiiiii s v
KATA PENGANTAR ..ot vi
DAFTAR IS ... ix
DAFTAR TABEL ..ot xi
DAFTAR GAMBAR ........cciiiiiiii xii
ABSTRAK ... Xiv
BAB I PENDAHULUAN.........coiiiiii s 1
1.1 Latar BelaKang ..........cccooiiiiiiiiiii e 1
1.2 Rumusan Masalah .........cccooiiiiiiiiiiiii e 9
1.3 Tujuan Penelitian.........ccccooiiiiieiiiiicceeee e 9
1.4 Manfaat Penelitian..........cccooeiiiiiiiiiie i 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA ..o 11
2.1 Penelitian Terdahulu............cccooieiiiiiiin e 11
2.2 Kajian TeOTT . ..cciiiiiiiiiiieiriiic e 15
2.2.1  Teori Pariwisata Berkelanjutan .............cccoooviiiiiiiiiicniie, 15
2.2.2  Konsep Dasar Halal dan Halal City ...........cccooviiiiiiiiniiice 22

2.3 Kerangka BerfiKir.......cccocooiiiiiiiiiiice e 31
BAB III METODE PENELITIAN ......coooiiiiiiiiiiie e 34
3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian...........ccccooviiiiiiiiiiniinii e 34
3.2 Lokasi Penelitian ..........cccoiiiiiiiiiiiiiciie e 35
3.3 Subyek Penelitian..........ccccovviiiiiiiiiiiiii 36
3.4  Datadan Jenis Data.........cccccoiiiiiiiiiiiiiiiie e 37
3.5  Teknik Pengumpulan Data ...........cccoeoiiiiiiiiiiiiiiice 38
3.6 ANALISIS DAta ..cveiiiiiiiiiiii e 40

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ....55

1X



4.1  Paparan Data Hasil Penelitian ..........cccccceviiiiiiiiiiiiiciie e
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian ............cccooeiiiiiiiiiiniieeee e 71
BAB V PENUTUP.......oooiiiii e 95
5.1 KeSIMPUIAN.....iiiiiiiiiciic e 95
5.2 SATAN ...ttt 96
DAFTAR PUSTAKA ...t 97



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nilai Indikator Top 15 Negara..............ccccooiiiiiiiiiiicc e 4
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian-penelitian Terdahulu................................... 11
Tabel 3. 1 Score Range Halal City Index..............................ccoiiiiiinnn.. 44

Tabel 3. 2 Weight Score of Index Halal City Component .......................c......... 45
Tabel 3. 3 Kriteria INdikator ................c.ccocoiiiiiiii 47
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Temuan Indikator Penyusun IHC .................... 56
Tabel 4.2 Peringkat 5 Teratas Berdasarkan Dimensi ACES ........................ 67
Tabel 4.3 Peringkat Halal City Index di Indonesia.....................ccccooeniinnnnne 68

X1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Populasi Muslim di Dunia.................ccccccooiiiiiinii e 5

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Dimensi dan Variabel Penelitian.............. 32

Xii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Expert Judgement, . ... 110
Lampiran 2. Dokumentasi Expert Judgement ... 116
Lampiran 3. Bukti Konsultasi ... 17
Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme .. ... ... 19
Lampiran 5. Hasil Pengecekan Turnitin .. 120
Lampiran 6. Biodata Peneliti ... 121

xiii



ABSTRAK

Diaz Ayu Rengganis, 2025, SKRIPSI. Judul: “Mengukur Halal City Index di Indonesia”
Pembimbing : Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, M.E

Kata Kunci : Halal City Index, Pariwisata Halal, Wisata Ramah Muslim.

Industri pariwisata halal telah berkembang pesat secara global. Indonesia,
sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia, memiliki potensi besar
dalam mengembangkan konsep halal city untuk meningkatkan daya saing pariwisata
halal. Namun, hingga saat ini, belum terdapat standar baku yang mengukur kesiapan
kota-kota di Indonesia dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah Muslim.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis Halal City Index di seluruh
provinsi di Indonesia dengan mengidentifikasi indikator yang relevan serta mengukur
nilai indeks halal pada setiap provinsi. Fokus penelitian mengacu pada empat dimensi
utama dari Global Muslim Travel Index (GMTI) yaitu Access, Communication,
Environment, dan Services (ACES).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikumpulkan melalui studi
dokumen serta expert judgement dari dosen ekonomi Islam di UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang. Data dan sumber data yang digunakan yakni data sekunder dari hasil
dokumentasi dan studi literatur. Data dianalisis menggunakan metode Multi-Stage
Weighted Index (MSWI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki indeks
halal tertinggi, diikuti oleh Aceh dan Jawa Timur, yang didukung oleh infrastruktur,
layanan halal, serta promosi wisata yang optimal. Sebaliknya, provinsi dengan indeks
terendah, seperti Papua Pegunungan dan Papua Selatan, masih menghadapi tantangan
dalam pengembangan infrastruktur dan layanan halal. Penelitian ini memiliki implikasi
penting dalam pengembangan strategi pariwisata halal di Indonesia, termasuk
peningkatan kualitas layanan, infrastruktur, serta promosi destinasi wisata ramah
Muslim.
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ABSTRACT

Diaz Ayu Rengganis, 2025, THESIS. Title: “Measuring the Halal City Index in
Indonesia”

Supervisor: Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, M.E
Keywords: Halal City Index, Halal Tourism, Muslim-Friendly Tourism.

The halal tourism industry has grown rapidly globally. Indonesia, as the country
with the second largest Muslim population in the world, has great potential in
developing the halal city concept to increase the competitiveness of halal tourism.
However, until now, there has been no standard that measures the readiness of cities in
Indonesia in providing Muslim-friendly facilities and services. This study aims to
measure and analyze the Halal City Index in all provinces in Indonesia by identifying
relevant indicators and measuring the halal index value in each province. The focus of
the study refers to the four main dimensions of the Global Muslim Travel Index
(GMTI), namely Access, Communication, Environment, and Services (ACES).

This study uses a qualitative method collected through document studies and
expert judgment from Islamic economics lecturers at UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang. The data and data sources used are secondary data from documentation and
literature studies. Data were analyzed using the Multi-Stage Weighted Index (MSWI)
method.

The results of the study show that West Nusa Tenggara has the highest halal
index, followed by Aceh and East Java, which are supported by infrastructure, halal
services, and optimal tourism promotion. On the other hand, provinces with the lowest
index, such as Papua Pegunungan and Papua Selatan, still face challenges in developing
halal infrastructure and services. This study has important implications for developing
halal tourism strategies in Indonesia, including improving the quality of services,
infrastructure, and promoting Muslim-friendly tourist destinations.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Konsep pariwisata halal semakin mendapat perhatian di Indonesia, dengan
mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sektor pariwisata untuk mendukung
perekonomian wilayah (Adinugraha et al., 2018). Pendekatan ini selaras dengan gaya
hidup dan pola konsumsi populasi Muslim yang terus berkembang, dengan
memprioritaskan kebutuhan akan produk dan layanan halal (Sulistiawati et al., 2024).
Pariwisata halal menawarkan peluang pasar yang signifikan, dengan konsumen Muslim
di seluruh dunia membelanjakan sekitar $220 miliar pada tahun 2020 dan perkiraan
$300 miliar pada tahun 2026 (Izza et al., 2021).

Konsep pariwisata halal telah menjadi topik penting di tingkat global.
Pariwisata halal mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal untuk
menciptakan pengalaman unik yang dapat dinikmati baik oleh pengunjung Muslim
maupun non-Muslim (Jailani & Adinugraha, 2022). Kota-kota seperti Sabang dan
Malang telah mengimplementasikan standar pariwisata halal, berfokus pada
operasional berbasis Syariah, sertifikasi halal, dan indikator CHSE (Cleanliness,
Health, Safety, and Environmental Sustainability) (Santoso & Djakfar, 2022).

Ekonomi halal telah muncul sebagai trend global dan berkembang menjadi
industri kompetitif dalam perdagangan internasional (Hasanah & Suprianik, 2022).
Pertumbuhan industri halal ini lebih didorong oleh kualitas produk daripada faktor
keagamaan semata (Laluddin et al., 2019). Sehingga menarik perhatian tidak hanya
negara-negara Muslim tetapi juga negara-negara non-Muslim (Samori et al., 2016).
Produk dan layanan halal kini dilihat sebagai simbol standar kualitas tinggi, keamanan,

dan keberlanjutan, yang mampu bersaing dengan produk-produk konvensional (Musdja
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& Sc, n.d., 2017). Oleh karena itu, banyak negara dan perusahaan global yang mulai
mengadopsi sertifikasi halal untuk memenuhi permintaan pasar internasional,
menjadikan ekonomi halal sebagai sektor ekonomi yang strategis dan penting dalam
perdagangan global (Syarif & Adnan, 2019).

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal yang
kompetitif di tingkat global, mencakup berbagai sektor seperti makanan, keuangan,
fashion, dan pariwisata (Izzuddin & Adinugraha, 2022). Namun, meski memiliki
populasi Muslim terbesar, Indonesia masih belum dapat memaksimalkan potensi
tersebut untuk menjadi pusat ekonomi halal dunia (Hidayat et al., 2024). Hal ini dapat
disebabkan oleh kurangnya dukungan infrastruktur, regulasi yang belum memadai,
serta minimnya inovasi dalam produk dan layanan halal (Machmud & Widuhung,
2024).

Berbagai produk dan layanan halal yang ditawarkan Indonesia tidak hanya
dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki peluang besar untuk
diekspor dan bersaing di pasar internasional, mendukung pertumbuhan ekonomi
nasional serta meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi utama bagi wisatawan
dan investor Muslim (N. Maulana & Zulfahmi, 2022). Meskipun begitu, produk halal
Indonesia masih kesulitan untuk bersaing di pasar internasional, sementara kebutuhan
dalam negeri justru dipenuhi oleh impor dari negara lain yang lebih kompetitif (Rizki
et al., 2024). Situasi ini tidak hanya melemahkan posisi Indonesia di sektor ekonomi
halal global, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri halal domestik (Peristiwo,
2020).

Pengembangan sektor riil khususnya industri produk halal menjadi perhatian
utama pemerintah (Fuadi et al., 2022). Hal ini dicapai melalui berbagai inisiatif,

termasuk penerbitan kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014



tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut mencakup aspek perlindungan,
keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan
profesionalisme. Dengan mengamankan produk halal, pelaku ekonomi dapat
meningkatkan nilai tambah produknya dan memperluas pasarnya. Popularitas produk
halal terus meningkat, tidak hanya karena alasan agama, namun juga karena keyakinan
bahwa halal lebih bersih, lebih sehat, dan lebih aman (Hosseini et al., 2021). Selain
makanan, produk halal juga mencakup berbagai barang konsumsi seperti perlengkapan
mandi, obat-obatan, dan kosmetik, serta jasa seperti keuangan dan investasi (Tariq
Khan et al., 2020).

Perkembangan industri halal dalam perdagangan global sangat pesat, baik di
negara-negara Muslim maupun di negara-negara non-Muslim (Abdullah, 2020). Setiap
negara, baik yang mayoritas Muslim maupun tidak, telah memiliki lembaga dan
regulasi khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengeluarkan
sertifikasi halal bagi berbagai produk (Shirin Asa, 2019). Berbagai negara Kini
berlomba-lomba untuk memposisikan diri mereka sebagai pusat industri halal dunia,
dengan fokus pada pengembangan produk, layanan, dan regulasi yang mendukung
standar halal internasional (Rahmawati et al., 2023).

Dewasa ini, besarnya pangsa pasar penduduk muslim telah mempengaruhi
bisnis global terhadap industri halal. Dengan pasar yang meluas ini sudah banyak
negara yang tertarik pada perkembangan industri halal. Industri halal ini meliputi
produk makanan halal, inklusi keuangan syariah, fashion, kosmetik, media informasi,
serta pariwisata halal atau wisata ramah muslim (Siradjuddin et al., 2024). Tidak hanya
negara dengan mayoritas muslim saja yang mulai fokus mengembangkan industri halal

tetapi juga negara penduduk minoritas muslim.



Tabel 1. 1
Nilai Indikator Top 15 Negara

Phar

stamic | Hatat | M| g | Vand | utien

slamic ala . ashion an utica

Do Negara Gl Finance Food Friendly Modest | Recreati | and

Travel

on Cos

metic

1 Malaysia 193,2 408.7 128,0 99,4 73,6 74,4 73,9
28 Saudi Arabia 93,6 194,9 48,5 99,7 34,3 37,5 34,3
3. Indonesia 80,1 93.2 94,4 60,7 66,3 53,4 58,6
4 United Arab 79,8 115,7 59,2 136,2 51,2 44,5 41,3

Emirates
5 Bahrain 75,0 125,1 55,0 88,1 33,4 49,6 38,5
6. Iran 74,6 159,8 41,2 65,6 20,5 24,2 33,1
s Turkiye 74,0 46,1 85,1 161,8 86,2 46,0 52,6
8 Singapure 62,7 52,2 67,7 50,3 64,3 72,6 79,9
9. | Kuwait 60,2 132,6 42,2 28,7 20,0 27,8 29,2
10. | Qatar 57,1 74,4 49,7 60,4 37,4 63,3 37,2
11. | Jordan 52,2 65,6 49,4 88,3 22,1 26,3 39,9
12. | Oman 50,0 78,7 483 48,0 20,1 24,4 26,3
13. | Pakistan 47,5 69,6 51,4 38,4 27,5 17,2 28,6
14. | South Africa 44,7 51,1 53,8 25,3 32,4 31,9 43,2
15. | United 44,7 46,0 43,7 28,1 47,7 54,4 48,2
Kingdom

Sumber: data diolah, State of the Global Islamic Economy Report, 2023
Berdasarkan tabel indeks peringkat 15 negara teratas di berbagai sektor

ekonomi syariah, Indonesia menempati peringkat ketiga secara keseluruhan dengan
skor GIEI (Global Islamic Economy Index) sebesar 80,1. Meskipun merupakan negara
dengan populasi Muslim terbesar kedua, posisi Indonesia yang hanya berada di urutan
ketiga dalam GIElI menunjukkan ketidakseimbangan antara potensi besar dan
pencapaian dalam sektor ekonomi halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak
potensi perkembangan ekonomi halal yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk
meningkatkan performa Indonesia di kancah global (Mujahidin, 2020).

Keberhasilan Indonesia ini melampaui status UEA dan Bahrain. Hal ini
menunjukkan Kkinerja industri halal Indonesia semakin menunjang pertumbuhan
perekonomian nasional. Sektor-sektor utama halal value chain (HVC) mencatat
pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 1,94%, dengan dua sektor utama — makanan dan

minuman halal dan fesyen mode — mencatat pertumbuhan yang kuat. Sektor makanan



dan minuman halal mencatat pertumbuhan sebesar 5,87% yoy, sedangkan sektor fesyen
mode mencatat pertumbuhan sebesar 3,81% yoy.

Pada awal 2024, Pakistan resmi menggantikan Indonesia sebagai negara
dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari
total penduduk. Hal ini menandai pergeseran signifikan dalam demografi agama di Asia
Selatan dan global. Indonesia, yang sebelumnya memegang posisi teratas, kini berada
di posisi kedua dengan 236 juta jiwa Muslim, sementara India, Bangladesh dan Nigeria
berada di peringkat ketiga hingga kelima. Islam kini menjadi agama terbesar kedua di
dunia dengan lebih dari 2 miliar pengikut.

Gambar 1. 1
Populasi Muslim di Dunia
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Sumber: data diolah, GoodStats Data, 2024
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar kedua, memiliki

potensi besar dalam pengembangan industri halal, khususnya di sektor pariwisata. Pada
2019, Indonesia diakui secara global sebagai destinasi wisata halal terbaik melalui
Global Muslim Travel Index (GMTI), dengan Lombok sebagai destinasi halal terbaik
di tingkat nasional. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam
menjadikan pariwisata halal sebagai bagian penting dari perekonomian negara

(Ferdiansyah, 2020). Meskipun diakui sebagai wisata halal terbaik, pencapaian tersebut



tidak diikuti oleh perkembangan yang merata di seluruh destinasi wisata, termasuk
Lombok, yang meskipun meraih pengakuan nasional, masih belum mampu bersaing
secara global (Sulong et al., 2024). Hal ini mencerminkan kurangnya komitmen yang
konsisten dalam menjadikan pariwisata halal sebagai bagian integral dari ekonomi
negara (Ningsih et al., 2022).

Pada tahun 2019, Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan positif dalam
sektor pariwisata halal, terbukti dengan meraih peringkat pertama di antara negara-
negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk destinasi ramah Muslim (Churiyah et
al., 2021). Meskipun demikian, Indonesia masih tertinggal dari negara ASEAN lain,
seperti Thailand dalam hal jumlah pengunjung asing. Meski begitu, Indonesia tetap
menduduki peringkat kedua secara global di antara negara-negara non-OKI (Ningrum
& Dito Dwiseptian, 2019) menandakan bahwa sektor pariwisata halal di Indonesia
memiliki potensi untuk terus berkembang dan bersaing di tingkat internasional
(Pranandari et al., 2023).

Halal city berkontribusi besar pada ekonomi lokal dengan menciptakan
peluang bisnis baru di sektor pariwisata halal, meningkatkan pendapatan daerah, dan
mempromosikan produk lokal (Fathan et al., 2022). Meningkatnya wisatawan Muslim
juga mendukung perkembangan UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru,
mengurangi pengangguran. Industri pariwisata halal membuka pekerjaan di perhotelan,
restoran, dan transportasi, dengan target 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2024 (Nizar
et al., 2024). Selain itu, halal city memperkuat daya tarik wisata dengan fasilitas sesuai
prinsip syariah, memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan utama wisata halal global
berdasarkan penilaian indeks seperti GMTI (KNEKS, 2020).

Pengembangan halal city di Indonesia menghadapi tantangan karena

kurangnya alat ukur atau indeks khusus untuk menilai sejauh mana sebuah kota



memenuhi kriteria halal city, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk
mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki (Nurlaili, 2023). Halal city index ini
penting untuk mengukur kesiapan kota dalam memenuhi kebutuhan penduduk dan
wisatawan Muslim, serta membantu pemerintah dan pemangku kepentingan
mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki layanan serta infrastruktur yang mendukung
pariwisata halal (Fauzi & Battour, 2024). Indeks ini juga membantu mengidentifikasi
area yang perlu ditingkatkan, seperti sertifikasi produk halal, aksesibilitas infrastruktur
ibadah, dan promosi pariwisata ramah Muslim, sehingga kebijakan dapat disesuaikan
untuk memastikan kota-kota di Indonesia dapat bersaing dalam industri pariwisata halal
global (Wibowo, 2020).

Halal city index penting untuk meningkatkan pariwisata halal dengan
menyediakan fasilitas dan layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim,
sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Rasul, 2019). Selain itu, indeks ini
akan memandu manajemen dan pemerintah dalam mengembangkan pusat perbelanjaan
ramah Muslim dengan mengedepankan komitmen manajemen (Gani & Suprayogi,
2023). Pentingnya halal city index adalah untuk menjamin berkembangnya pariwisata
halal, yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, yang
pada gilirannya berkontribusi pada pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup (Sulong
etal., 2024).

Namun, penerapan pariwisata halal menghadapi tantangan di lingkungan
multikultural, seperti yang terjadi di Kota Batu, di mana menjaga harmoni antaragama
menjadi hal yang krusial (Azizah & Kewuel, 2021). Di Sabang, upaya penerapan
pariwisata halal bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat hambatan seperti kurangnya



landasan yang kuat dan minimnya perhatian terhadap sertifikasi halal (Sugiharto et al.,
2021). Elemen utama keberhasilan pariwisata halal meliputi kolaborasi antara
masyarakat dan pemerintah, keramahan dalam pelayanan, serta kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaannya (Triansyah, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Septiana & Mohamad (2018), menunjukkan
bahwa fasilitas seperti transportasi, akomodasi, makanan, dan tempat ibadah di Kota
Kuala Lumpur, Malaysia, sangat mudah diakses dan mendukung pelaksanaan wisata
halal. Infrastruktur pendukung juga sangat memadai, terlihat dari kelancaran
transportasi dan komunikasi yang memudahkan wisatawan Muslim. Oleh karena itu,
persepsi wisatawan Muslim terhadap fasilitas pendukung wisata halal di Kuala Lumpur
sudah sangat positif, sesuai dengan standar infrastruktur wisata halal, serta memberikan
wawasan lebih tentang budaya Islam di Asia Tenggara.

Penelitian Wibowo (2020) menunjukkan bahwa industri pariwisata di Kota
Bukittinggi, Sumatera Barat, telah berjalan sesuai dengan prinsip Islam yang
ditunjukkan oleh Indeks Pariwisata Halal (IPH) yang mengacu pada fatwa DSN MUI
menilai praktik pariwisata halal telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat
beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti perlunya peraturan daerah sebagai
dasar hukum pariwisata halal, keterbatasan sertifikasi produk halal, serta pentingnya
penguatan kolaborasi antara pelaku industri pariwisata dan lembaga keuangan syariah.

Penelitian empiris terkait standarisasi kriteria dan tantangan implementasi
halal city masih terbatas, cenderung berfokus pada objek kecil, dan belum mencakup
seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mengenai perkembangan halal
city index yang komprehensif dengan pendekatan multidimensi, mencakup aspek akses,

komunikasi, lingkungan, dan pelayanan berdasarkan standar GMT]I, penting dilakukan



untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data guna mendukung
pengembangan halal city secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan provinsi di Indonesia dalam
menyediakan fasilitas ramah Muslim, meningkatkan daya saing ekonomi halal, dan
memandu pengembangan destinasi wisata halal dengan halal city index. Sebagai negara
dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar, namun belum
tersedia standar yang mengukur kesiapan wilayah. Indeks ini diharapkan membantu
pemerintah dan pelaku industri fokus pada pengembangan yang sesuai untuk menarik
wisatawan Muslim.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Mengukur Halal City Index di Indonesia”.
Peneliti tertarik meneliti judul ini karena karena Indonesia memiliki potensi besar di
sektor ekonomi halal, terutama pariwisata halal, namun belum memiliki standar baku
untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kota-kota Indonesia dalam memenuhi

kriteria halal city.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan

masalah yang dapat dijasikan sebagai dasar kajian dalam ini adalah:

1. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur Halal City Index di

Indonesia?

2. Bagaimana nilai Halal City Index setiap provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari

penelitian ini adalah:
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1. Untuk menjelaskan indikator-indikator yang relevan dalam mengukur Halal

City Index di Indonesia.

2. Untuk mengetahui nilai Halal City Index setiap provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a.

Menjadi referensi dalam pembangunan keilmuan dan acuan dalam
melakukan penelitian selanjutnya terkait konsep kota halal, sehingga dapat
digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian yang lebih lanjut.

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengukuran

Halal City Index di Indonesia.

2. Manfaat praktis

a.

Dapat memberikan informasi yang aktual berkaitan tentang pengukuran
Halal City Index di Indonesia.
Memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga keuangan, dan

pengusaha terkait pengelolaan ekonomi halal.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Tabel 2. 1
Hasil Penelitian-penelitian Terdahulu
No Nama, Tahun, Fokus Metode/ Hasil Penelitian
" | Judul Penelitian Penelitian Analisis Data

1. | Muhammad Indeks Kuantitatif Indeks  Pariwisata
Ghafur Wibowo | Pariwisata Deskriptif dengan | Halal di  Kota
(2020), Indeks | Halal (IPH) di | multi-stage Bukittinggi  telah
Pariwisata Halal | Kota weighted  index | memenuhi  kriteria
(Implementasi Bukittinggi method. yang baik, meskipun
Fatwa DSN belum didukung
MUI  Tentang oleh regulasi terkait
Pedoman pariwisata halal.
Penyelenggaraa Terdapat aspek yang
n Pariwisata masih perlu
berdasarkan ditingkatkan dalam
Prinsip Syariah hal pengelolaan
di Kota pariwisata halal di
Bukittinggi). Kota Bukittinggi

seperti  sertifikasi
produk halal dan
kolaborasi  dengan
lembaga keuangan
syariah.

2. | Sulong et al. | Penyusunan Pendekatan Pariwisata halal
(2024), Indeks Kinerja | kuantitatif dengan | masih berada dalam
Constructing Gabungan mengembangkan | tahap
sustainable Pariwisata indeks  berbasis | pengembangan,
halal  tourism | Halal empat  dimensi | dengan  mayoritas
composite Berkelanjutan | utama dan 24 | negara berpenduduk
performance (SHTCPI) indikator. Muslim  tertinggal
index for the | untuk dari skor tertinggi.
global halal | mengevaluasi SHTCPI yang
tourism perkembangan dikembangkan
industry. industri diharapkan

pariwisata membantu pembuat

halal global. kebijakan dan
pengelola destinasi
dalam  merancang
kebijakan strategis
untuk

11
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No Nama, Tahun, Fokus Metode/ Hasil Penelitian
" | Judul Penelitian Penelitian Analisis Data
pengembangan
pariwisata halal
yang lebih
berkelanjutan.

3. | Taufik et al. | Menganalisis | Penelitian Indeks
(2022), The Role | hubungan kuantitatif dengan | Pembangunan
of Human | Indeks analisis data | Manusia (IPM)
Development Pembangunan | melalui PLS- | berpengaruh
Index to Halal | Manusia SEM. signifikan terhadap
Tourism dengan Kkinerja kinerja  pariwisata
Performance pariwisata halal di negara-
and halal di negara- negara anggota OKI
Sustainability negara OKI. dan memiliki
Strategies: Case hubungan erat
Study dengan
Organization keberlanjutan
Islamic ekonomi serta
Cooperation lingkungan.

(OIC).

4. | Darsono et al. | Menganalisis | Metode kualitatif, | Pariwisata halal
(2022), Halal | pengembangan | dengan data yang | dapat terwujud
Tourism Based | ekonomi diperoleh melalui | melalui empat aspek
Economy berbasis wisata | wawancara, utama:  penerapan
Development halal di | observasi prinsip syariah,

Provinsi lapangan,  serta | ketersediaan produk

Lampung. berbagai dokumen | dan fasilitas halal,

yang berkaitan. serta jaminan

kenyamanan  dan
keamanan
pengunjung.
Implementasi aspek-
aspek ini berpotensi
mendorong
pertumbuhan
ekonomi di Provinsi
Lampung, seiring
meningkatnya
kepercayaan
masyarakat, baik
Muslim maupun
non-Muslim,
terhadap produk
halal.

5. | Kurniawati & | Menganalisis | Pendekatan Kesadaran halal
Savitri  (2019), | kesadaran halal | kuantitatif dengan | konsumen Indonesia
Awareness level | konsumen kuisioner melalui | sangat tinggi (indeks
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(2020),
Destination
Branding
Indonesia
sebagai
Destinasi Wisata
Halal

pengaruh Halal
Tourism Index,
Kepuasan
Wisatawan,
dan  Kualitas
Pengalaman
Wisatawan
terhadap Niat
Berkunjung
Kembali ke
Lombok
sebagai

kuantitatif dengan
Partial Least
Squares
Structural
Equation
Modeling
SEM).

(PLS-

No Nama, Tahun, Fokus Metode/ Hasil Penelitian
" | Judul Penelitian Penelitian Analisis Data

analysis of | terhadap analisis Cronbach | 94,91),  didukung

Indonesian produk halal di | Alpha dan | oleh keyakinan

consumers Indonesia Pearson  dengan | agama (96,61),

toward halal SPSS 16. alasan kesehatan

products (89,83), sertifikasi
logo (84,71), dan
paparan (78,72).
Faktor utama yang
memengaruhi
kesadaran halal
adalah  keyakinan
agama, diikuti
alasan kesehatan dan
sertifikasi logo,
sementara paparan
memiliki pengaruh
terkecil diantara
yang lain.

6. | Asnawi et al. | Mengukur Metode Indeks ekonomi
(2020), islamic city | Embedded  Mix | Islam menunjukkan
Measuring the | index dengan | dengan Kinerja ekonomi
Economic mengadaptasi | mengembangkan | syariah berpusat di
Islamicity Index | Prinsip Multi-Stage DKI Jakarta dan
inthe Magashid Weighted  Index | Pulau Jawa, dengan
Archipelagic Syariah  dan | dan pengujian | autokorelasi spasial
Indonesia: Does | pemetaan efek spasial LISA. | kuat secara nasional
Spatial Role | spasial  pada dan hubungan
Affect it? Kinerja signifikan di

ekonomi di 34 beberapa wilayah,
provinsi di seperti DKI Jakarta,
Indonesia. Sulawesi, Jawa
Barat, dan Banten.
7. | Subarkah et al. | Menguiji Analisis Halal Tourism Index

tidak mempengaruhi
kepuasan wisatawan
atau niat berkunjung

kembali, tetapi
berdampak
signifikan pada
kualitas pengalaman
wisatawan.
Sementara itu,
kualitas pengalaman
wisatawan

berpengaruh  besar
terhadap kepuasan
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No Nama, Tahun, Fokus Metode/ Hasil Penelitian
" | Judul Penelitian Penelitian Analisis Data
destinasi dan niat mereka
wisata halal. untuk  berkunjung
kembali. Kepuasan
wisatawan, pada
gilirannya, juga
berpengaruh

signifikan terhadap
niat berkunjung

kembali.

8. | Hartawan et al. | Menghitung Metode Indeks
(2022), indeks multidimensional | keberlanjutan  KPI
Sustainability of | keberlanjutan | scaling  (MDS) | Sistem  Informasi
Key dari Indikator | pada 15 atribut Halal Ekowisata
Performance Kinerja Utama mencapai  57,50%,
Indicators (KPI) | (KPI)  Sistem yang menunjukkan
Halal Eco- | Informasi bahwa sistem ini

Tourism Halal  Agro- cukup

Information Ecotourism di berkelanjutan.

System. Rancamaya Atribut yang
Bogor. menjadi  leverage
meliputi  informasi

untuk meningkatkan
ketertelusuran
produk

kenyamanan
wisatawan Muslim,
dan kepercayaan
wisatawan Muslim,
dengan nilai RMS
masing-masing

4,29, 4,10, dan 4,02.

halal,

Sumber: data diolah, 2025
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2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Pariwisata Berkelanjutan

Secara etimologis, istilah “pariwisata” berasal dari bahasa
Sansekerta, di mana "pari™ artinya banyak atau berputar-putar dan "wisata"
berarti perjalanan. Berdasarkan makna ini, pariwisata dapat diartikan sebagai
aktivitas perjalanan yang dilakukan secara berulangkali atau berkeliling dari
satu tempat ke tempat lain (Wardaningsih, 2020). Definisi ini menunjukkan
bahwa pariwisata tidak hanya mencakup perjalanan individu untuk berbagai
tujuan, seperti bisnis atau rekreasi, tetapi juga mencakup keseluruhan
rangkaian kegiatan, layanan, dan elemen lain yang membentuk pengalaman
unik bagi pengunjung (Suhartanto et al., 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pariwisata
didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan rekreasi.
Secara umum, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh
individu atau sekelompok orang untuk sementara waktu dari satu tempat ke
tempat lain, baik dengan rencana atau tidak, dengan tujuan mencari
penghidupan di tempat yang dikunjungi. Selain untuk rekreasi di waktu
luang, tapi juga untuk memuaskan berbagai keinginan (Tangian & Wowiling,
2020).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataan pasal 1 ayat 1-5 mendefinisikan pariwisata sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk
tujuan rekreasi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang

dikunjungi dalam jangka waktu sementara.



16

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi
antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Secara hukum, rekresi (tanazzuh) pada dasarnya diperbolehkan.
Bahkan, jika dilakukan dengan niat ibadah bisa menjadi kegiatan terpuji dan
mendatangkan pahala. Dalam istilah Arab, melakukan perjalanan dari satu
tempat ke tempat yang lain disebut dengan as-siyahah (pariwisata).
Perjalanan ini dapat bertujuan untuk rekreasi (tanazzuh), menikmati
pemandangan alam (taladzudz), dan menghayati keindahan ciptaan Allah
SWT (Ali, 2023).

Menurut kitab Hasyiyah Jamal ‘Ala al-Minhaj juz 1, halaman 596,
rekreasi (tanazzuh), didefinisikan sebagai perjalanan yang bertujuan
menyegarkan jiwa untuk menghilangkan kepenatan urusan dunia. Syekh

Ibnu Hajar Al-Haitami juga menjelaskan hal ini lebih lanjut dalam:
540 5 e ik g 3 0 o3 B 50 2.2
Il el A5 S5

Artinya: “Sesungguhnya rekreasi adalah tujuan yang sah dan
dibolehkan secara lumrahnya untuk pengobatan diri, seperti menghilangkan
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kesumpekan, meningkatkan semangat dan lain sebagainya.” (Al-Fatawa Al-
Fighiyyah Al-Kubra_, juz 1, halaman 326-327).

Pariwisata memiliki beragam karakteristik yang membuatnya
kompleks. Untuk itu, Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNWTO) pada periode 2005 hingga 2007 mengembangkan
glosarium istilah pariwisata. Glosarium ini mendefinisikan pariwisata
sebagai suatu fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan
aktivitas perjalanan individu ke luar lingkungan normal mereka, baik untuk
tujuan pribadi maupun profesional. Individu yang melakukan perjalanan ini
disebut wisatawan, yang bisa berupa pengunjung atau petualang, baik
penduduk lokal maupun asing. Aktivitas mereka sering kali terkait dengan
pemanfaatan layanan pariwisata (UNWTO, 2020).

Dalam ajaran Islam, perjalanan bukan hanya sekadar aktivitas sosial
atau ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merenungi tanda-tanda
kebesaran Allah di muka bumi. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-
Qur'an dan hadis Nabi & yang mendorong umatnya untuk menjelajahi dunia,
mengambil pelajaran dari ciptaan-Nya, serta mempererat hubungan dengan
sesama. Salah satu hadis Nabi & yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

memberikan panduan yang relevan tentang nilai-nilai perjalanan ini.

i

RIS 195005 1odead Igmsle JB (i;jf NPT y ﬁJs & Ay WPURIC

p3

Artinya:  “Dari  Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda:
Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya

kalian akan tercukupi.”
Hadits ini mengacu pada pariwisata dan mendorong umat Islam untuk

melakukan perjalanan yang berdampak positif pada kesehatan fisik, mental
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dan spiritual mereka. Di zaman modern saat ini, pariwisata tidak hanya
sekedar sarana rekreasi, tetapi juga kesempatan untuk belajar, merenungkan
dan mensyukuri keindahan ciptaan Tuhan, dan memperluas wawasan budaya
dan sosial (Ratnasari et al., 2020). Lebih lanjut, sejalan dengan pesan hadis
tentang pentingnya usaha dan keberanian dalam mengatasi kesulitan,
berwisata juga dapat membawa manfaat ekonomi dan mempererat hubungan
antar manusia. Dengan niat yang baik, pariwisata dapat menjadi kegiatan
yang membawa manfaat dalam kehidupan ini dan masa depan (Purnomo et
al., 2020).

Pariwisata diartikan sebagai fenomena interdisipliner yang
mengintegrasikan berbagai konsep dari ilmu sosial, ekonomi, dan geografi
untuk memahami fenomena pariwisata secara komprehensif. Hal ini
menjadikannya disiplin yang lebih luas dari sekedar objek studi. Teori
pariwisata menjelaskan keterikatan sektor pariwisata pada lokasi tertentu,
menghasilkan dampak seperti dorongan, penguatan, generalitas, dominasi,
sentralisasi, dan dukungan, sebagaimana diuraikan dalam enam makalah
pendahuluan yang telah disusun (Weaver, 2023).

Pariwisata berkelanjutan menjadi teori utama dalam penelitian ini.
Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism pertama kali dikemukakan
oleh Bramwell pada tahun 1993. Menurut Bramwell, pariwisata
berkelanjutan adalah pengembangan lingkungan yang memberikan dampak
positif bagi sekitarnya yang dapat dirasakan saat ini dan masa yang akan
datang.

Menurut Tamrin et al. (2021), konsep pariwisata berkelanjutan

awalnya berasal dari gagasan pembangunan berkelanjutan yang
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diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development
(WCED) pada tahun 1987 yang selanjutnya berganti nama menjadi The
World Tourism Organization (UNWTOQO) mengadopsi konsep ini dan
menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pariwisata yang
menitikberatkan pada pelestarian lingkungan, penghormatan terhadap
budaya dan aspek sosial, serta memberikan dampak positif bagi
kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Mcintyre dalam Sustainable Tourism Development Guide
for Local Planner, pembangunan pariwisata berkelanjutan melibatkan tiga
elemen penting yang saling terkait untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat. Elemen pertama adalah industri pariwisata, yang berperan
dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, menarik
investasi, dan membuka peluang usaha. Kedua, aspek lingkungan, yang
menekankan proporsionalitas antara aktivitas pariwisata dengan daya
dukung sumber daya alam maupun buatan. Ketiga, peran masyarakat, di
mana keterlibatan aktif mereka dalam berbagai kegiatan dapat meningkatkan
motivasi dan rasa tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil
(Agfianto et al., 2019).

Pembangunan pariwisata merupakan upaya terstruktur untuk
meningkatkan objek dan kawasan bagi para wisatawan serta membangun
objek dan kawasan baru bagi wisatawan, baik domestik maupun manca
negara (Sutiarso, 2017). Sutiarso menjabarkan beberapa inisiatif dapat
dilakukan untuk mendorong pengembangan pariwisata adalah sebagai
berikut:

1. Promosi untuk mengenalkan objek wisata ke luar daerah.
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2. Menyediakan akses dan transportasi yang lancar.

3. Kemudahan dalam melakukan imigrasi.

4. Memiliki akomodasi yang nyaman untuk wisatawan yang akan
menginap.

5. Memiliki pemandu wisata yang cakap dalam berbicara.

6. Menawarkan barang dan jasa dengan kualitas terjamin dengan tarif
harga yang masih wajar.

7. Adanya atraksi yang menarik untuk pengunjung lihat.

8. Memiliki lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Menurut dokumen renstra UNWTO untuk Indonesia “Rencana
Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs” (Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia), pariwisata berkelanjutan
merupakan bentuk pariwisata yang mempertimbangkan dampak lingkungan,
sosial dan ekonomi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan wisatawan,
industri pariwisata, lingkungan, dan komunitas lokal. Berdasarkan definisi
dari UNWTO, pariwisata berkelanjutan  berkontribusi terhadap
perkembangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk menyeimbangkan dampak
finansial, lingkungan, dan sosial-budaya agar tetap berkelanjutan dalam
jangka panjang. Pendekatan ini menitikberatkan pada pelestarian keunikan
lingkungan dan karakter sosial, guna meningkatkan pengalaman wisatawan
sekaligus mendukung perekonomian lokal (Nurlisa Ginting et al., 2020).
Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan tidak hanya menjadi solusi untuk
meminimalkan dampak negatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk

mendorong pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya.
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Pariwisata berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik untuk
mengelola dampak ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Pendekatan terkait
model konseptual Pentacylus, yang bertujuan menciptakan keseimbangan
antara keadilan lingkungan, manfaat ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Model ini mengatur bagaimana sumber daya dikelola mulai dari penerapan
hingga pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan. Dengan memastikan
keberlanjutan di setiap langkah, Pentacyclus membantu membangun sistem
pariwisata yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga
memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Pendekatan ini
merupakan landasan utama untuk menciptakan pengalaman pariwisata yang
bertanggung jawab dan berkelanjutan (Ikhtiagung & Radyanto, 2020).

L. M. Wahyuni et al. (2020) menjelaskan bahwa model pembangunan
pariwisata berkelanjutan melibatkan aspek lingkungan, sosial budaya, dan
ekonomi, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat lokal dan manfaat
ekonomi jangka panjang bagi pemangku kepentingan. Suta et al. (2021)
menyatakan keterlibatan faktor-faktor tersebut fokusnya untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat lokal dan manfaat ekonomi jangka panjang.

Tangian & Wowiling (2020) mengungkap bahwa konsep
pembangunan pariwisata berkelanjutan berasal dari konsep pembangunan
berkelanjutan. Secara umum, konsep ini mencakup menjaga keutuhan dan
keanekaragaman ekosistem, memenuhi kebutuhan dasar manusia,
memberikan  kesempatan bagi generasi mendatang, mengurangi
kesenjangan, dan memberdayakan masyarakat. Pariwisata dikembangkan

untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, dan masyarakat
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lokal anpa mengandalkan kemampuan generasi mendatang untuk memenubhi

kebutuhan mereka sendiri.

Konsep Dasar Halal dan Halal City
2.2.2.1  Pengertian Halal dalam konteks Syariah

Istilah "halal™ berasal dari bahasa Arab halla, yang bermakna "lepas"
atau "tidak terikat." Secara lebih luas, kata ini berasal dari halla, yahillu, dan
hillan, yang memiliki makna membebaskan, memecahkan, membubarkan,
atau mengizinkan. Dalam konteks hukum Islam, halal dapat dipahami
sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum Islam, sehingga tidak
mendatangkan konsekuensi hukuman bagi seseorang yang menggunakannya
(Masa’adi, 1999, him. 199; Rahmi, 2021).

Dari definisi di atas, makna yang mendekati makna yang tersirat dalam
buku yang disusun oleh Rahmi (2021) adalah sesuatu yang "dibolehkan™ atau
"sah", yakni sesuatu yang boleh dilakukan dan dimanfaatkan tanpa
menimbulkan celaan bagi pelakunya. Istilah "halal" sering dikaitkan dengan
makanan dan minuman, namun dalam hal ini, istilah ini juga mengandung
makna segala kegiatan yang dibolehkan atau diperbolehkan dalam Islam.

Ketentuan Halal dan Haram Al-Quran disebutkan dan dijelaskan dalam
Al-Quran mengatakan pada dasarnya semua yang ada di bumi dapat
dikonsumsi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa makanan itu haram.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 87:
@ chiadd L4 b B Tdesd Vg &0 1o G b v ¥ ) o0 Gl

Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan
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janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang melampaui batas. ” (Q.S Al-Maidah: 87)

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak mengharamkan apa
yang telah Allah halalkan, mengingat beberapa sahabat salah paham dengan
menghindari kenikmatan duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Nabi Muhammad menegaskan bahwa halal dan haram ditentukan oleh
wahyu, bukan keinginan pribadi. Ayat ini relevan dengan upaya memastikan
kehalalan produk oleh MUI, yang memberi rasa aman bagi konsumen
Muslim (D. F. Maulana et al., 2022). Selain itu, Surat Al-Maidah ayat 87
menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalankan syariat,
yang juga berhubungan dengan penelitian halal city index di Indonesia, yang
menilai penerapan prinsip halalan thayyiban dalam layanan publik dan
regulasi kota sesuai syariat.

Kemudian Allah SWT juga telah memerintahkan manusia untuk
mengonsumsi makanan halal dan baik, yaitu yang sehat, aman dan tidak
berlebihan. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang ada di bumi dan
diciptakan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Melanggar perintah ini
dianggap sebagai perbuatan yang mengikuti langkah syaiton tidak sesuai
dengan ketentuan Allah. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya dalam surah

Al-Bagarah ayat, 168 yang berbunyi:

i 5 st ot 3B V3T Yls o5Y) o G il s e
Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang
halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan.
Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S Al-Bagarah:

168).
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Surat Al-Bagarah ayat 168 menjelaskan bahwa beberapa kabilah,
seperti Bani Saqif dan Bani Mudli, mengharamkan jenis makanan tertentu
berdasarkan tradisi mereka, seperti bahirah dan wasilah, padahal Allah tidak
mengharamkannya. Allah menegaskan bahwa manusia hanya dilarang
mengonsumsi makanan yang telah Dia haramkan, seperti bangkai, darah,
daging babi, dan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 3
dan Al-Bagarah ayat 168. Makanan yang tidak disebutkan tetap halal dan
boleh dikonsumsi. Ayat ini menegaskan bahwa produk halal diperuntukkan
bagi seluruh umat manusia, yang menekankan pada kualitas dan keamanan
sertifikasi halal.

Dalam penelitian ini, QS Al-Bagarah ayat 168 relevan untuk dijadikan
dasar penilaian bagaimana kota-kota di Indonesia dapat menciptakan
lingkungan yang ramah muslim (Marnita, 2024). Hal ini sesuai dengan
tujuan pengukuran halal city index di Indonesia, untuk menilai sejauh mana
kota-kota di Indonesia mendukung penerapan prinsip halal dalam kehidupan
sehari-hari melalui fasilitas, infrastruktur, dan kebijakan yang sesuai
(Trishananto et al., 2024). Pengembangan gaya hidup halal di Indonesia
memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk dukungan komunitas
Muslim, pelaku usaha, pemangku kepentingan, peraturan pemerintah, dan

peran ulama dalam memberikan pedoman kehalalan produk (Calder, 2020).
2.2.2.2  Definisi dan Elemen Halal City

Wisata halal dapat diartikan sebagai suatu objek atau kegiatan wisata
yang berlandaskan pada ajaran Islam untuk memenuhi kebutuhan wisatawan,

yakni keramahan destinasi wisata bagi umat Islam. Definisi ini mencakup
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destinasi Muslim dan non-Muslim yang menarik wisatawan Muslim dengan
menyediakan suasana ramah Muslim di tempat tersebut. Ketentuan ini
memberikan ruang lingkup yang luas bagi para wirausahawan untuk
memainkan peran penting di destinasi Muslim maupun non-Muslim serta
memasuki pasar perjalanan Muslim (Kusumaningtyas et al., 2022).

Wisata halal dapat digambarkan sebagai destinasi wisata yang
menyediakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip Islam untuk memenuhi
kebutuhan wisatawan muslim serta mewujudkan keramahtamahan dalam
Islam. Definisi ini mencakup destinasi di negara non-Muslim yang
menargetkan wisatawan Muslim dengan tujuan menjadikan pariwisata ramah
Muslim dengan memenuhi kebutuhan umat Islam. Keadaan ini memberikan
peluang bagi para pengusaha untuk memasarkan produknya di pasar wisata
muslim dengan menggunakan produksi muslim maupun non muslim
(Azizuddin & ’Ainulyaqin, 2022).

Menurut Alim et al., (2015), wisata syariah dapat diartikan sebagai
pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam segala aktivitas yang
dilakukan. Hal ini tidak hanya mencakup tujuan kunjungan saja, akan tetap
melakukan kegiatan keagamaan seperti, ziarah ke tempat ibadah, namun juga
tata krama perjalanan dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan prinsip
Islam (seperti makanan halal, tempat ibadah, dan pelayanan yang tidak
bertentangan dengan syariah).

Wisata halal mempunyai beberapa kata misalnya syariah tourism,
islamic tourism, halal friendly tourism destination, halal lifestyle, halal
travel, & friendly travel destination. Dalam industri pariwisata, masih

banyak inovasi dalam mempromosikan pariwisata Indonesia tanpa
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menghilangkan keunikan dan karakteristik setiap daerah melalui
implementasi wisata halal. Oleh karena itu, pendekatan ini sebagai alternatif
bagi produk dan layanan yang mengimplementasikan wisata halal tanpa
menghilangkan konsep pariwisata konvensional. Di Indonesia istilah ini
digunakan untuk menjelaskan konsep pariwisata syariah yang ramah muslim
dengan didukung fasilitas, layanan, serta infrastruktur yang ada sesuali
ketentuan syariah islam (Andriani et al., 2015).

Pariwisata halal atau halal tourism merupakan istilah untuk menyebut
sebuah konsep pariwisata yang sesuai dengan syariat islam yang dapat
disebut juga dengan wisata halal atau wisata islami. Halal tourism merujuk
pada pariwisata yang dijalankan sesuai syariat Islam dengan tujuan
menyediakan lingkungan yang ramah Muslim dijadikan referensi saat
bepergian (Carboni et al., 2017). Pengertian lain menyebutkan bahwa wisata
halal adalah kegiatan wisata yang memenuhi standar halal atau hukum
syariah yang berlaku (Battour et al., 2017).

Samsuduha (2020) menjelaskan potensi wisata halal saat ini sangat
besar. Untuk menarik pangsa pasar, masyarakat di seluruh dunia harus mulai
beralih ke ekonomi Syariah berdasarkan pemahaman mereka tentang Islam
dan murni karena preferensi dan kenyamanan. Hal ini juga didukung oleh
beberapa penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara
agama dan pariwisata (Elaziz & Kurt, 2017).

Halal city adalah sebuah konsep kota yang mengintegrasikan prinsip-
prinsip halal dalam berbagai aspek kehidupan perkotaan, baik itu dalam
layanan publik, fasilitas umum, hingga kebijakan yang mendukung gaya

hidup halal. Hal ini termasuk pengaturan yang mendukung aktivitas
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ekonomi, sosial, dan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti
penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, serta layanan
kesehatan yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menjadi
penting karena banyak negara dengan mayoritas Muslim menginginkan agar
prinsip-prinsip halal diterapkan di berbagai sektor kehidupan, tidak hanya
dalam konsumsi tetapi juga dalam infrastruktur dan pelayanan publik.

Untuk mengukur dampak pariwisata ramah muslim terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan pendekatan berbagai aspek
mendasar yang meliputi akomodasi, transportasi, atraksi wisata, dan industri
pariwisata ramah Muslim. Selain itu, faktor tidak langsung seperti investasi
di sektor pariwisata dan pengeluaran pemerintah juga berperan penting, yang
dapat dievaluasi melalui kesiapan infrastruktur destinasi wisata ramah
Muslim. Keberhasilan suatu destinasi dapat diukur berdasarkan kualitas
aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, serta layanan pariwisata yang
disediakan (KNEKS, 2020).

Pada penelitian ini, model penilaian pariwisata ramah muslim mengacu
pada model penilaian daya saing pariwisata global yang dikembangkan oleh
The Global Muslim Travel Index (GMT]I) yang dikeluarkan oleh Mastercard-
CresentRating. Lembaga pemeringkat pariwisata ramah Muslim ini telah
mengevaluasi destinasi wisata halal dan menyusun peringkat berdasarkan
kemampuan mereka dalam melayani wisatawan Muslim sejak tahun 2011.
GMT]I yang diluncurkan tahun 2015 digunakan sebagai indeks rujukan untuk
destinasi wisata dalam pasar perjalanan Muslim. Indeks ini menjadi alat

penting bagi para pemangku kepentingan di sektor perjalanan dan perhotelan
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untuk memahami pengaruh perjalanan wisatawan Muslim terhadap pasar
secara keseluruhan.

Selain itu, indeks ini juga membantu daerah mengukur kesiapan dan
kemajuan mereka dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim. Seri
GMTI Mastercard-Crescentrating menyediakan sumber daya terkini bagi
destinasi untuk mencari tolak ukur. Salah satu laporan terbaru dari seri ini
adalah Laporan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI).

Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) menerapkan model ACES yang
sama seperti yang digunakan oleh GMT]I. Indeks ini memberikan informasi
lengkap kepada wisatawan, badan pariwisata, ekonom, penyedia jasa
perjalanan, pemangku kepentingan, investor, dan ahli industri mengenai
berbagai kriteria penting untuk menilai kapasitas dan pertumbuhan segmen
perjalanan di suatu wilayah (Mastercard-CrescentRating, 2019). Selain itu,
indeks ini juga membuka peluang berbagai daerah di Indonesia untuk
mengevaluasi layanan daerah, sehingga dapat berkembang dan memenubhi

kebutuhan para wisatawan Muslim.

2.2.2.3 Dimensi Halal City

Metode penilaian dalam laporan ini berupa pendekatan modifikasi
model IMTI yang menggunakan atribut ACES (Access, Communication,
Environment, and Services) seperti yang diterapkan di IMT], sebagai berikut:
1. Access

Model akses mencakup rute udara domestik dan internasional serta
pilihan maskapai penerbangan yang tersedia, ketersediaan rute kereta api,
jenis layanan kereta api yang ditawarkan dan tersedia baik di dalam maupun

di dalam kota. Komponen tersebut adalah kota/antarnegara, kemudian akses
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laut atau ketersediaan pelabuhan/jalur air, kemudian infrastruktur destinasi
yang ada (kualitas jalan, ketersediaan penerangan jalan, dan lain sebagainya).
Dinilai mampu memudahkan akses menuju destinasi dengan berbagai moda
transportasi dan memenuhi kebutuhan kebutuhan wisatawan setibanya di
tempat tujuan.

2. Communication

Unsur komunikasi didasarkan pada kelengkapan informasi yang
tersedia, kesesuaian pilihan bahasa yang digunakan oleh target pasar, format
dan kemudahan penggunaan perolehan Muslim Visitor Guide, serta
komunikasi pemangku kepentingan melalui penyajiannya
mempertimbangkan beberapa sub-kriteria, seperti pelatihan. Diskusi dan
pelatihan bagaimana menjangkau pasar melalui acara khusus dan pameran,
kemampuan bahasa asing bagi pemandu wisata, dan pemasaran digital dalam
bahasa mayoritas wisatawan di destinasi.

Aspek ini bertujuan untuk memberikan wisatawan informasi yang
relevan mengenai pariwisata ramah Muslim. Sedangkan edukasi kepada
pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, dan
forum diskusi mengenai pengembangan wisata halal di destinasi tersebut.
Penggunaan bahasa internasional yang umum digunakan wisatawan muslim
seperti Arab dan Inggris juga harus diperhatikan dalam menyampaikan
informasi mengenai wisata ramah muslim.

3. Environment

Dari sisi lingkungan, model ACES IMTI lebih fokus pada kedatangan

wisatawan muslim domestik dan internasional. Wisatawan muslim lainnya

juga cenderung merasa lebih nyaman berada di suatu destinasi apabila
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jumlah wisatawan muslim cenderung banyak. Cakupan Wi-Fi (jumlah titik
Wi-Fi), baik akses gratis atau berbayar, dan kecepatan koneksi internet
merupakan fasilitas penting yang perlu disediakan. Wi-Fi atau akses internet
berperan penting dalam pengembangan wisata halal dan pariwisata pada
umumnya, karena sangat dibutuhkan oleh wisatawan.

Khususnya di area publik, konektivitas internet memudahkan
perjalanan wisatawan, mulai dari mencari informasi dan melakukan
pemesanan online di objek wisata, memilih akomodasi dan transportasi,
hingga proses berbagi pengalaman perjalanan melalui berbagai platform,
baik aplikasi maupun website. Kedua, komitmen destinasi untuk
menerapkan/menyelenggarakan pariwisata ramah Muslim melalui pedoman
yang dikeluarkan daerah, yang menunjukkan pentingnya dan prioritas daerah
dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim.

4. Service

Unsur pelayanan meliputi ketersediaan fasilitas seperti restoran halal,
masjid, bandar udara, hotel, dan tempat wisata. Layanan-layanan ini penting
untuk memberikan kebebasan bagi wisatawan Muslim untuk bepergian
sekaligus memenuhi kebutuhan keagamaannya saat bepergian. Aspek
sertifikasi juga menjadi isu global terkait pariwisata ramah Muslim.
Sertifikasi ini menjadi jaminan dan sumber kepercayaan bagi wisatawan
muslim.

Ketersediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim
seperti musala dan laundry di tempat umum juga menjadi aspek penting bagi
wisatawan Muslim. Selain itu, privasi wisatawan Muslim, khususnya bagi

perempuan Muslimah, turut memperkaya pengalaman perjalanan mereka.



31

Jumlah hotel bersertifikasi syariah masih sangat sedikit, padahal ketersediaan
hotel bersertifikasi syariah merupakan salah satu faktor yang memberikan
nilai tambah bagi suatu destinasi dalam hal penawaran hotel. Selain itu,
sertifikasi halal untuk restoran, fasilitas katering, dan dapur hotel juga
memastikan wisatawan Muslim dapat menikmati makanan dengan tenang
saat bepergian ke destinasinya.

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2023), kerangka berpikir adalah model konseptual yang
menggambarkan keterkaitan antara teori dan berbagai aspek yang telah diidentifikasi.
Kerangka penelitian berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam suatu penelitian dan
diperoleh melalui sintesis fakta, observasi, serta tinjauan pustaka (Hikmawati, 2020).
Kerangka pemikiran mencakup teori, gagasan, dan konsep yang menjadi fondasi
penelitian (Van der Waldt, 2024). Kerangka ini juga menggambarkan hubungan antara
variabel yang diteliti. Untuk memvisualisasikan hubungan tersebut, kerangka berpikir
dapat disajikan dalam bentuk diagram yang memperlihatkan alur pemikiran peneliti
serta keterkaitan antar variabel (Syahputri et al., 2023).

Kerangka berpikir merupakan narasi dari seorang peneliti yang dijadikan
sebagai bahan pembentukan hipotesis. Dalam mengembangkan hipotesis, digunakan
metode kuantitatif apabila narasi yang digunakan dalam kerangka berpikir didasarkan
pada logika deduktif. Kerangka ini didasarkan pada fakta bahwa ia disusun oleh peneliti
dan bukan oleh pihak lain. Kerangka berpikir tersebut merupakan penjelasan pendapat
peneliti (Syahputri et al., 2023).

Kerangka berpikir penelitian ini dirumuskan dalam bagan di bawah yang

menunjukkan dimensi dan variabel penelitian:
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Sumber: data diolah, 2025

Kerangka berpikir ini menggambarkan halal city index, yaitu indeks yang
digunakan untuk mengukur kesiapan dan daya tarik suatu kota dalam menyediakan
layanan serta fasilitas yang ramah bagi wisatawan Muslim. Indeks ini terdiri dari
empat dimensi utama, yaitu Access (Akses), Communication (Komunikasi),
Environment (Lingkungan), dan Service (Layanan). Setiap dimensi memiliki
beberapa indikator (variabel), yang semuanya berkontribusi terhadap penilaian
indeks ini. Dimensi Access (X1) mengukur aksesibilitas kota bagi wisatawan,
dengan variabel dan indikator: Air Access (X11) mengukur indikator akses
transportasi udara (ketersediaan bandara, rute penerbangan); Rail Access (X12)

mengukur indikator akses transportasi kereta api; Sea Access (X13) mengukur
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indikator akses transportasi laut (pelabuhan, kapal); dan Road Infrastructure (X14)

mengukur indikator kualitas dan ketersediaan infrastruktur jalan.

Dimensi Communication (X2) menilai efektivitas penyampaian informasi
wisata halal melalui panduan wisata Muslim (X21), edukasi bagi pemangku
kepentingan (X22), strategi pemasaran (X23), ketersediaan pemandu wisata (X24),
serta pemasaran digital (X25). Dimensi Environment (X3) mencakup aspek
lingkungan yang mendukung, mengukur indikator seperti jumlah wisatawan
domestik (X31) dan internasional (X32), ketersediaan Wi-Fi di bandara (X33), dan

komitmen terhadap pariwisata ramah Muslim (X34).

Terakhir, dimensi Service (X4) mengevaluasi layanan wisata halal dengan
indikator: ketersediaan restoran halal (X41), ketersediaan tempat ibadah (masjid)
(X42), fasilitas bandara (X43), hotel ramah Muslim (X44), dan atraksi wisata yang
sesuai (X45). Setiap dimensi memberikan kontribusi terhadap penilaian halal city
index. Indikator-indikator dalam tiap dimensi diukur secara kuantitatif atau
kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai kesiapan dan daya tarik kota.
Secara keseluruhan, kerangka ini menilai berbagai aspek yang mendukung
pengalaman wisatawan Muslim, mulai dari aksesibilitas, promosi informasi, hingga
kualitas layanan, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kesiapan suatu

kota sebagai destinasi wisata halal.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang
didasarkan pada filosofi postpositivisme atau interpretatif. Metode ini digunakan
untuk meneliti suatu objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai
instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yakni
menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh
bersifat kualitatif dan dianalisis secara mendalam untuk memahami fenomena yang
diteliti (Sugiyono, 2023).

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk
mengeksplorasi dan memahami makna mendalam dari suatu fenomena, khususnya
yang berkaitan dengan permasalahan sosial atau kemanusiaan. Metode ini berfokus
pada pemahaman pengalaman, cara pandang, dan keadaan individu atau kelompok,
memberikan gambaran menyeluruh dan detail. Dalam penelitian kualitatif, peneliti
berperan sebagai alat utama pengumpulan data melalui observasi, wawancara
mendalam, atau analisis dokumen (Creswell, 2018).

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menganalisis cara-cara
konvensional dalam melakukan penelitian sosial, perilaku, dan ilmu kesehatan,
yang di dalamnya para analis memahami masalah dan merumuskan pertanyaan
yang apabila dijawab akan membantu memecahkan masalah tersebut (Creswell,
2018). Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2018) dikemukakan bahwa penelitian
kualitatif merupakan suatu pendekatan eksploratif dalam memahami perilaku

individu dan kelompok serta mengungkap masalah-masalah sosial. Pendekatan
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kualitatif lebih menekankan pada metode dan makna yang bersifat grafis, diperoleh
melalui kata-kata atau gambar serta bersifat induktif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyusun komponen
pembentuk halal city index yang mengacu pada pedoman GMTI. Data
dikumpulkan melalui expert judgement diperoleh dari para ahli untuk menggali
pemahaman dan penilaian mendalam mengenai halal city index. Kemudian data
diolah menggunakan metode Multi-stage Weighted Index (PUSKAS BAZNAS,
2016), yang mengkuantifikasi penilaian ahli untuk menghasilkan suatu angka atau
indeks yang menggambarkan tingkat penerapan konsep halal city di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasusdengan fokus pada halal
city index di seluruh provinsi di Indonesia. Studi kasus merupakan strategi
penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan
informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Creswell,
2018). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam indikator-
indikator yang digunakan dalam pengukuran halal city index serta bagaimana
penerapannya di berbagai wilayah. Studi kasus dilakukan dengan mengkaji data
dari 38 provinsi di Indonesia, mencakup kebijakan daerah, infrastruktur halal, serta
faktor pendukung lainnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, dengan pendekatan
studi nasonal terhadap halal city index. Lokasi penelitian mencakup 38 provinsi di
Indonesia, dengan analisis berbasis data dari berbagai sumber resmi seperti
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama RI, LPPOM

MUI, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap provinsi dianalisis berdasarkan



36

ketersediaan infrastruktur halal, kebijakan daerah terkait industri halal, serta
komitmen pengembangan kota halal.

Selain itu penelitian ini juga melibatkan lokasi di UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang di Jalan Gajayana No. 50, Dinoyo, Lowokwaru, Malang 65144,
Indonesia. Lokasi ini sebagai salah satu pusat pengumpulan data melalui expert
judgement dengan menyasar dosen-dosen yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang. Dosen-dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai otoritas
akademik memenuhi syarat sebagai expert yang relevan dengan topik penelitian,
sehingga dapat dijadikan sebagai informan yang kredibel dalam memberikan
penilaian berbasis expert judgement.

3.3 Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, subyek yang akan diteliti adalah seluruh provinsi di
Indonesia yang menjadi fokus pengukuran, termasuk aspek atau dimensi yang
diadopsi dari Global Muslim Travel Index (GMT]I). Indikator ini didasarkan pada
CrescentRating ACES Model yang mencakup empat variabel kunci: akses,
komunikasi, lingkungan, dan layanan (Mastercard & CrescentRating, 2019).
Metode pengambilan subyek penelitian kali ini menggunakan teknik expert
judgement, adalah suatu proses diskusi yang melibatkan para pakar (ahli)
(Hikmawati, 2020). Expert judgement merupakan pertimbangan atau pendapat ahli,
yaitu orang yang memiliki pengalaman atau keahlian di bidang tertentu. Dalam
konteks ini, expert judgement merujuk pada pendapat peneliti mengenai
pembobotan nilai indikator yang digunakan untuk menilai atau mengindeks
provinsi mana yang mempunyai nilai indeks tertinggi.

Dalam penelitian ini, pembobotan indikator dilakukan dengan

menggunakan metode expert judgement. Expert dipilih dari dosen-dosen yang ahli
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pada fokus penelitian yang dipilih berdasarkan kualifikasi akademik, pengalaman
profesional, serta kontribusi dalam penelitian dan pengajaran pada bidang ini.
Untuk tujuan tersebut, dipilih tiga dosen dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
yang memiliki kompetensi di bidangnya, yaitu:

1. Ibu Kurniawati Meylianingrum, M.E,

2. Bapak Guntur Kusuma Wardana, MM

3. Bapak Eka Wahyu Hestya Budianto, M.Si

Metode skoring yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skala
rating scale yang memungkinkan expert untuk menilai pernyataan berdasarkan
kriteria dan tingkat persetujuan expert. Skala bertingkat (rating scale) merupakan
data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Pada skala bertingkat data mentah
yang diperoleh berupa angka kemdian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif
(Sahir, 2022). Dalam penelitian ini skala terdiri dari 1 poin mulai dari rentang 0-1.
Pada penentuan skor ini expert diminta untuk menentukan nilai setiap indikator

sesuai dengan kriteria dan tabel yang tertera pada tabel 3.2.

3.4 Data dan Jenis Data

Data dalam penelitian kualitatif bersifat ekspresif bukan numerik. Informasi
dapat dianalisis dalam kerangka indikasi, kejadian, dan kategori, di mana setiap
kejadian kemudian dianalisis lebih lanjut berdasarkan kategorinya. Data kualitatif
tidak dapat diukur dan dihitung secara tepat, dan sebagian besar dikomunikasikan
dalam kata-kata dan bukan angka. Oleh karena itu, jenis data ini bersifat jelas. Ini
tidak berarti bahwa data tersebut kurang bermanfaat daripada data kuantitatif
(Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia

dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain serta umumnya
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dipublikasikan (Suryani, 2015). Data sekunder mencakup berbagai sumber, seperti
pedoman pariwisata halal terkait indeks pariwisata halal, hasil penelitian terdahulu,
serta referensi dari buku, jurnal, dokumen, majalah, laporan pemerintah, dan
sumber terpercaya lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan
meliputi laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik,
Global Muslim Travel Index (GMTI), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH), Otoritas Jasa Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan

Syariah pada tahun 2024.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan membatasi
penelitian, mengumpulkan informasi melalui studi pustaka dan dokumentasi.
Dokumentasi dari asal katanya, dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.
Dalam hal ini, peneliti menyelidiki informasi tertulis seperti buku, dokumen,
peraturan-peraturan, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi juga bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Hikmawati,
2020).

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul diuji validitas dan reabilitasnya
melalui metode triangulasi, yaitu teknik yang menggabungkan berbagai metode
pengumpulan data dan sumber yang tersedia (Mouwn Erland, 2020). Menurut
Sugiyono (2023), triangulasi data dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu
triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Triangulasi teknik
melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh
informasi dari sumber yang sama secara bersamaan. Sementara itu, triangulasi

sumber mengacu pada pengumpulan data dari berbagai sumber dengan
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menggunakan metode yang sama. Pengertian triangulasi waktu dalam konteks
kredibilitas data adalah salah satu metode untuk menguji keabsahan atau validitas
data dengan cara mengumpulkan data dari waktu atau situasi yang berbeda.

Nilai dari data triangulasi yang diperoleh secara luas hasilnya bisa jadi
inkonsisten (Hikmawati, 2020). Data yang diperolenh dengan triangulasi
dikelompokkan secara cermat dan berulang-ulang untuk menentukan data yang
valid. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber sehingga dipilih
teknik pengumpulan data gabungan (triangulasi) yang dilakukan secara berulang-
ulang sehingga datanya menjadi jenuh. Pengamatan yang dilakukan secara
terstruktur dan terus menerus membuat data semakin bervariasi sehingga teknik
analisis datanya memiliki pola tidak jelas (A. F. Nasution, 2023).

Teknik yang digunakan untuk memperoleh pembobotan indikator yang
relevan dalam pengukuran halal city index adalah teknik expert judgement. Para
ahli yang terlibat adalah dosen-dosen dari UIN Malang, yang memiliki pemahaman
mendalam tentang fokus penelitian ini dan aplikasinya dalam konteks kota halal.
Para ahli diminta untuk memberikan pembobotan untuk setiap indikator dari
masing-masing dimensi utama dan variabel serta untuk mendapatkan hasil kajian
yang lebih valid (PUSKAS BAZNAS, 2016).

Dalam menentukan expert tidak dapat asal memilih. Adapun Kriteria expert
menurut Beaudrie et al. (2016), adalah:

a. Memiliki keahlian

b. Adanya pengalaman atau reputasi

c. Bersedia dan mau untuk berpartisipasi

d. Memahami akan masalah yang ada

e. Adil
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f. Tidak memiliki kepentingan ekonomi atau pribadi dalam penelitian
yang dilakukan

Teknik ini dipilih karena melibatkan penilaian dari para ahli yang kompeten
dalam bidangnya, memastikan pembobotan yang lebih akurat dan representatif
dalam mengukur halal city index. Pembobotan yang dilakukan oleh para ahli
memastikan bahwa indeks yang dihasilkan relevan dan objektif, memberikan
arahan yang jelas dalam pengambilan keputusan, serta mendukung terwujudnya
kawasan halal city yang berkelanjutan.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan upaya atau langkah untuk mendeskripsikan data
yang diperoleh dalam format naratif, deskriptif, atau tabel (Sugiyono, 2023).
Kesimpulan atau penjelasan dari analisis data yang dilakukan mengarah pada
kesimpulan yang bersifat eksploratif (Hikmawati, 2020). Menganalisis data tidak
mungkin dilakukan tanpa menggunakan alat analisis (Mouwn Erland, 2020). Alat
analisis data mendefinisikan metode untuk menganalisis dan membenarkan atau
menjelaskan data yang diperoleh sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai
kesimpulan (berganda).

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Multi-Stage
Weighted Index (MSWI), adalah pendekatan sistematis buat menggabungkan bobot
dalam setiap taraf komponen yang menyusun indeks (PUSKAS BAZNAS, 2016).
Metode ini memungkinkan pengukuran yang lebih seksama menggunakan
mempertimbangkan bobot relatif berdasarkan banyak indikator pada setiap tahapan
analisis. Dengan memakai MSWI, setiap komponen pada indeks diberikan nilai
sinkron menggunakan taraf kepentingannya, sehingga membuat indeks komposit

yang mencerminkan syarat secara holistik. Metode ini acapkali dipakai pada banyak
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sekali penelitian kuantitatif lantaran kemampuannya buat menangkap kompleksitas
data dan menaruh representasi yang objektif.

Multi-Stage Weight Index adalah teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif (Diana et al., 2017). Teknik ini
menggunakan estimasi penghitungan yang dikenal dengan nama Multi-Stage
Weight Index untuk menampilkan data berupa perhitungan indeks. Setelah semua
data terkumpul, data tersebut kemudian diberi skor sesuai dengan bobot indikator
yang telah ditentukan menggunakan skala Likert. Metode pengumpulan data
kuantitatif ini menghitung nilai komponen-komponen indeks, seperti indikator,
variabel, dan dimensi, secara bertahap (PUSKAS BAZNAS, 2016).

Metode Multistage Weighted Index digunakan untuk menghitung halal city
index dalam beberapa langkah. Pertama, variabel diukur menggunakan skala Likert
1 sampai 5 untuk menentukan skor awal. Kemudian dihitung indeks masing-masing
variabel dengan rumus tertentu, dimana nilai indeksnya antara 0,00 hingga 1,00.
Indeks variabel kemudian dikalikan dengan bobotnya untuk menghasilkan indeks
indikator, yang digunakan untuk menghitung indeks halal. Dimensi yang digunakan
meliputi akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan (Mastercard-CrescentRating,
2019). Terakhir, semua indeks dibobotkan untuk menghasilkan skor IHC secara
keseluruhan, yang mencerminkan rangking halal city secara komprehensif.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alir, dan sebagainya
(Fattah Nasution, 2023). Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan
kerangka isi cerita kunjungan lapangan, yang kadang-kadang disiapkan dengan
bagan, kerangka kerja, diagram, atau semacamnya (Sahir, 2022). Penyajian data

dalam penelitian ini dilakukan dengan menampilkan data dalam bentuk tabel dan
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grafik, yang kemudian akan dianalisis secara naratif. Pendekatan ini bertujuan
untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data yang ada dalam penelitian ini.
Hilmiyah et al. (2018) menyatakan bahwa estimasi Multi-Stage Weighted

Index dilakukan melalui lima langkah sistematis untuk menghasilkan pengukuran

yang lebih komprehensif dan objektif. Adapun langkah-langkah pengukurannya

adalah sebagai berikut:

1. Setiap indikator memiliki Kkriteria penilaian yang menggunakan skala Likert,
terdiri dari lima kriteria penilaian. Skala ini dimulai dari angka 1 yang
menunjukkan nilai terendah hingga angka 5 yang menunjukkan nilai tertinggi.
Semakin tinggi angka yang diberikan, provinsi tersebut dianggap sudah
memenuhi Kriteria ramah muslim, sementara semakin rendah nilainya, desa
tersebut dianggap belum memenuhi kriteria ramah muslim. Setelah angka
aktual diperoleh berdasarkan fakta, temuan, dan data yang sesuai dengan
kriteria skala Likert, perhitungan indikator dilakukan dengan metode yang telah
ditentukan.

Indikator X = (Skorx—Skormin)/(Skor max—Skormin)
Indikatorx = nilai dari indikator x

Skorx = skor yang diberikan pada indikator tersebut

Skor minimum = 1 (nilai terendah)

Skor maksimum =5 (nilai tertinggi).

2. Setelah nilai untuk setiap indikator dihitung, nilai tersebut kemudian dikalikan
dengan bobot yang ditetapkan untuk masing-masing indikator guna
memperoleh indeks variabel.

X11 = X111 + X112 + X113

Dimana,
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X11 : Variabel Air Access

X111 : Jumlah Rute Penerbangan Internasional

X112 : Jumlah Rute Penerbangan Domestik

X113 : Jumlah Maskapai

. Selanjutnya, indeks-indeks indikator dikelompokkan sesuai dengan variabelnya
dan dikalikan dengan bobot setiap variabel untuk memperoleh indeks dimensi.
X2 = X21 + X22 + X23 + X24 + X25

Dimana,

X2 : Indeks Dimensi Communication

X21 : Muslim Visitor Guide

X22 : Stakeholder Education

X23 : Market Outreach

X24 : Tour Guide

X25 : Digital Marketing

Indeks dari masing-masing variabel ini kemudian dikalikan dengan bobot pada
tiap dimensi untuk mendapatkan indeks dimensi. Hasil akhirnya adalah indeks
komposit, yang dikenal sebagai halal city index. Rumus perhitungannya adalah
sebagai berikut.

IHC = (X1 + X2 + X3 + X4)

Dimana,

IHC = Halal City Index

X1 = Dimensi Access

X2 = Dimensi Communication

X3 = Dimensi Environment

X4 = Dimensi Service
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Nilai halal city index berada dalam rentang antara 0 dan 1. Hasil halal city
index ini kemudian dikelompokkan ke dalam 5 kategori atau rentang skor seperti
yang dijelaskan berikut ini:

Tabel 3. 1
Score Range Halal City Index

Score Keterangan Interpretasi
Range
0,00 - 0,20 | Tidak Baik Provinsi kurang ramah terhadap wisatawan
Muslim, dengan fasilitas dan layanan halal yang
sangat terbatas.
0,21 -0,40 | Kurang Baik Provinsi menyediakan layanan halal minimal, dan

wisatawan Muslim perlu usaha lebih untuk mencari
layanan tertentu.

0,41 -0,60 | Cukup Baik Provinsi memiliki beberapa fasilitas halal, tetapi
masih terdapat keterbatasan di beberapa aspek.

0,61-0,80 |Baik Provinsi cukup ramah Muslim, dengan sebagian
besar kebutuhan wisata halal dapat terpenuhi.

0,81-1,00 | Sangat Baik Provinsi sangat ramah terhadap wisatawan
Muslim, dengan infrastruktur dan layanan halal
lengkap.

Sumber: data diolah, 2025, Adopted Asnawi et al.,(2020)

Semakin mendekati nilai 1, halal city index menunjukkan bahwa kota
tersebut memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dan tidak membutuhkan prioritas
bantuan tambahan. Sebaliknya, semakin mendekati nilai 0, indeks ini menunjukkan
bahwa kota tersebut memerlukan perhatian lebih besar untuk pengembangan
fasilitas dan layanan halal.

Proses expert judgement dilakukan dalam menyusun bobot indikator
melalui serangkaian langkah yang cermat yang melibatkan para ahli di bidangnya,
khususnya pada dosen-dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertama,
identifikasi dimensi, variabel, dan indikator dilakukan berdasarkan literatur dan

kajian empiris terkait kota halal. Kedua, dilakukan penilaian bobot untuk setiap
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dimensi, variabel, dan indikator menggunakan metode seperti pairwise comparison

atau slope scale, dengan memastikan bahwa total keseluruhan bobot pada setiap

variabel dan indikator sama dengan 1.0. Hasil pembobotan ini kemudian divalidasi

melalui expert judgement untuk struktur bobot yang proporsional, relevan, dan

mencerminkan kebutuhan dalam perhitungan indeks kota halal.

Proses pengukuran dan penilaian nilai atau bobot dari masing-masing

komponen. Pembobotan indikator yang dilakukan melalui expert judgement dapat

dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2 menunjukkan penilaian bobot indikator halal city

menggunakan pembobotan pada empat dimensi utama: Access, Communication,

Environment, dan Services.

Tabel 3. 2

Weight Score of Index Halal City Component

Bobot Bobot Bobit
Dimensi Dimensi Variabel Variabel Indikator Indikator
=1 = =1
Jumlah Rute
Penerbapgan 0.30
Internasional
. (X111)
f)’(’} ) Access | 030 [Jumlah Rute
Penerbangan 0.50
Domestik (X112)
Jumlah Maskapai
A 1 0.10 (X113) i "2
ceess (X1) ) Rail Access 0.20 Ketersediaan Rute 1.00
(X12) ) Kereta Api (X121) )
Ketersediaan Rute
Sea Access Perjalanan  Laut
(X13) 0.15 (pelabuhan) 1.00
(X131)
Road Ketersediaan
Infrastructur 0.25 Infrastruktur Jalan 1.00
e (X14) (X141)
. Ketersediaan
Communicati Muslim Panduan bagi
0.20 Visitor 0.15 i i 1.00
on (X2) Guide (X21) Wisatawan Muslim

(X211)
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Bobot Bobot Bobit
Dimensi Dimensi Variabel Variabel Indikator Indikator
=1 =1 =1
Penyelenggaraan
Workshop atau
Stakeholder gzgﬁfrﬂ men dag
Education 0.10 i geNAL] 4 0o
(X22) Parl\ylsata Ramah
Muslim pada
Stakeholder
(X221)
Event Pariwisata
Market Ramah Muslim 0.40
(X231)
Outreach 0.30 -
(X23) Brosur/Medla'
Pemasaran Lainnya 0.60
(X232)
Kemampuan
. Bahasa dari Tour
Z)b(g; ) Guide 0.15 Guide (Bahasa 1.00
Indonesia & Arab)
(X241)
Digital .
Marketing 0.30 ﬁiﬁgﬁfa?gsgﬁ‘l 1.00
(X25) &
Domestic
Tourist Jumlah Wisatawan
Arrivals 025 | Nusantara (X311) 1.00
(X31)
gnterm}tozzfgt Jumlah Wisatawan
Arvival 0.25 Mancanegara 1.00
rrivals
. (X32) (X321)
Environment 030 WiFi
(X3) ' Coverave at Ketersediaan
Airportf 0.25 Al§se§ internet / 1.00
(X33) Wi-Fi (X331)
Commitment Komitmen dalam
to  Muslim- menjalankan  dan
friendly 0.25 mengembangkan 1.00
Tourism pariwisata Ramah
(X34) Muslim (X341)
Halal Ketersediaan
Restaurant 0.25 Restoran Halal 1.00
Services (X4) 0.40 (X41) (X411) -
Mosque Ketersediaan
(X42) 0.25 Tempat Ibadah 1.00

(X421)
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Dimensi

Bobot
Dimensi
=1

Variabel

Bobot
Variabel
=1

Indikator

Bobit
Indikator
=1

(X43)

Airport

0.15

Ketersediaan
Bandara (X431)

1.00

Hotels (X44)

0.25

Ketersediaan Hotel
Syariah  dan/atau
Hotel yang tidak
menghidangkan
Alkohol/Ketersedi
aan Dry Hotel
(X441)

0.30

Ketersediaan Hotel
dengan
Restoran/Dapur
(X442)

0.40

Ketersediaan Hotel
Bersertifikasi halal
(X443)

0.30

(X45)

Attraction

0.10

Ketersediaan
Islamic Herige Site
/ Islam-Related
Attraction &
Cultural & Local
Attraction (X451)

1.00

Sumber: data diolah, 2025

Kemudian untuk menentukan bobot masing-masing indikator, peneliti mengacu

pada Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah yang dipublikasikan

oleh KNEKS pada tahun 2020. Kriteria penilaian wisata halal ini merupakan modifikasi

dari model IMTI (Indonesia Muslim Travel Index). Kriteria pembobotan indikator

penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3
Kriteria Indikator

No. Dimensi Variabel Indikator Kriteria Skor
Jumlah Rute | 1. Tidak terdapat akses
Penerbangan udara

L |4 X11 (Air | Internasional 2. Terdapat rute domestik

' ceess Access) Jumlah Rute dengan 1 — 2 maskapai

Penerbangan 3. Terdapat rute domestik
Domestik lebih dari 2 maskapai
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No.

Dimensi

Variabel

Indikator

Kriteria Skor

Jumlah
Maskapai

. Terdapat

. Terdapat

rute
internasional dengan 1-3
maskapai

rute
internasional dengan
lebih dari 3 maskapai

X12
Access)

(Rail

Ketersediaan
Rute Kereta Api

. Tidak memiliki

. Memiliki

. Memiliki

. Memiliki

. Memiliki

akses
kereta api

akses kereta
api dengan rute dalam
kota

akses kereta
api dengan rute antar
kota/provinsi

akses kereta
api rute antar
kota/provinsi dengan 3
jenis kelas (ekonomi,
eksekutif, dan bisnis)
akses kereta
api rute antar
kota/provinsi dengan 4-5
jenis kelas (ekonomi,
eksekutif, bisnis, sleeper
dan prioritas

X13
Access)

(Sea

Ketersediaan
Rute Perjalanan
Laut
(Pelabuhan)

. Tidak

. Terdapat

terdapat  akses
perjalanan laut
akses

perjalanan laut

X14  (Road
Infrastructure

)

Ketersediaan
Infrastruktur
Jalan

1.

2

3.

0-20 % jalan memiliki
kondisi baik

.20 % > jalan kondisi baik

<40 %
40 % > jalan kondisi baik
<60 %

4. 60 % > jalan kondisi baik

5.

<80 %
80 % > jalan kondisi baik
<100 %

Communicatio
n

X21 (Muslim
Visitor Guide)

Ketersediaan
Panduan  bagi
Wisatawan
Muslim

1

. Terdapat

. Tidak terdapat panduan

wisatawan Muslim

panduan
wisatawan Muslim
dalam  bentuk cetak
namun tidak terdistribusi
di pintu-pintu masuk/TIC
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No.

Dimensi

Variabel

Indikator

Kriteria Skor

3. Terdapat

. Terdapat

. Terdapat

panduan
wisatawan Muslim
dalam bentuk cetak dan
terdistribusi  di  pintu-
pintu masuk/TIC
panduan
wisatawan Muslim
dalam bentuk digital
panduan
wisatawan Muslim
dalam bentuk digital +
cetak

X22
(Stakeholder
Education)

Penyelenggaraa
n Workshop atau
Pelatihan  dan
Seminar
mengenai
Pariwisata
Ramah Muslim
pada
Stakeholder

. Tidak

. Terdapat

. Telah

. Telah

. Telah

terdapat
penyelenggaraan
workshop atau pelatihan
dan seminar mengenai
pariwisata ramah Muslim
rencana
penyelenggaraan
workshop atau pelatihan
dan seminar mengenai
pariwisata ramah Muslim
diselenggarakan
workshop atau pelatihan
dan seminar mengenai
pariwisata ramah Muslim
diselenggarakan
workshop atau pelatihan
dan seminar mengenai
pariwisata ramah Muslim
lebih dari 5x
diselenggarakan
workshop atau pelatihan
dan seminar mengenai
pariwisata ramah Muslim
lebih dari 5x melibatkan
3 atau lebih stakeholder

X23 (Market
Outreach)

Event Pariwisata
Ramah Muslim

. Tidak

Brosur / Media
Pemasaran
Lainnya

. Terdapat

. Telah

terdapat
penyelenggaraan  event
parwisata halal

rencana
penyelenggaraan  event
pariwisata ramah Muslim
diselenggarakan
event pariwisata ramah

Muslim
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No.

Dimensi

Variabel

Indikator

Kriteria Skor

4. Telah

. Telah

diselenggarakan
event pariwisata ramah
Muslim 5 kali atau lebih
diselenggarakan
event parwisata halal 5
kali atau lebih, oleh lebih
dari 2 stakeholder

X24 (Tour
Guide)

Kemampuan
Bahasa dari Tour
Guide (Bahasa
Inggris & Arab)

. Tidak terdapat tour guide

.Hanya terdapat 1 tour

. Terdapat tour guide yang

. Terdapat 5 orang tour

. Terdapat lebih dari 5

memiliki
Bahasa

yang
kemampuan
Asing

guide yang memiliki
kemampuan Bahasa
Asing (Bahasa Inggris)

memiliki ~ kemampuan
bahasa asing (Bahasa
Inggris & Bahasa Arab)

guide yang memiliki
kemampuan bahasa asing
(Bahasa  Inggris &
Bahasa Arab)

orang tour guide yang
memiliki ~ kemampuan
bahasa asing (Bahasa
Inggris & Bahasa Arab)

X25 (Digital
Marketing)

Keberadaan
Digital
Marketing

. Tidak

. Terdapat

. Terdapat

. Terdapat 3

. Terdapat

terdapat digital
marketing terkait
pariwisata ramah Muslim
rencana
pembuatan digital
marketing terkait
pariwisata ramah Muslim
digital
marketing terkait
pariwisata ramah Muslim
platform
digital marketing terkait
pariwisata ramah Muslim
dalam format web dan
apps

>3 platform
digital marketing terkait
pariwisata ramah Muslim
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No.

Dimensi

Variabel

Indikator

Kriteria Skor

dalam format web dan
app

Environtment

X31
(Domestic
Tourist
Arrivals)

Jumlah
Wisatawan
Nusantara

1. Wisatawan

2. Wisatawan

3. Wisatawan

4. Wisatawan

Muslim
nusantara merupakan
distribusi 0% — 1,5% dari
total wisatawan

Muslim
nusantara merupakan
distribusi >1,5% — 3%
dari total wisatawan
Muslim
nusantara merupakan
distribusi >3% - 4.5%
dari total wisatawan
Muslim
nusantara merupakan
distribusi 4.5% - 6% dari
total
wisatawan\Wisatawan
Muslim nusantara
merupakan distribusi
>6% dari total
Wisatawan

X32
(International
Tourist
Arrivals)

Jumlah
Wisatawan
Mancanegara

. Wisatawan

2. Wisatawan

. Wisatawan

4. Wisatawan

. Wisatawan

Muslim
mancanegara merupakan
distribusi 0% — 10% dari
total wisatawan

Muslim
mancanegara merupakan
distribusi >10% — 20%
dari total wisatawan
Muslim
mancanegara merupakan
distribusi >20% - 30%
dari total wisatawan
Muslim
mancanegara merupakan
distribusi >30% - 40%
dari total wisatawan
Muslim
mancanegara merupakan
distribusi >40% dari total
wisatawan

X33  (Wi-Fi
Coverage at
Airports)

Ketersediaan
Akses internet/
Wi-Fi

. Terdapat

. Tidak terdapat akses Wi-

Fi
akses Wi-Fi

namun terbatas
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No.

Dimensi

Variabel

Indikator

Kriteria Skor

. Terdapat

. Terdapat

. Terdapat

Wi-Fi
atau

akses
dengan kapasitas
coverage sedang
akses Wi-Fi
dengan kapasitas kuat
akses Wi-Fi
dengan kapasitas sangat
kuat

X34
(Commitment
to  Muslim-
friendly

Tourism)

Komitmen
dalam
Menjalankan
dan
Mengembangka
n Pariwisata
Ramah Muslim

. Terdapat

. Terdapat

. Terdapat

. Terdapat

. Tidak terdapat peraturan

daerah terkait
pengembangan
pariwisata ramah Muslim
rencana
peraturan daerah terkait
pengembangan
pariwisata ramah Muslim
peraturan
bupati/peraturan
walikota
pengembangan
pariwisata ramah Muslim
peraturan
terkait

terkait

gubernur
pengembangan
pariwisata ramah Muslim
peraturan
daerah  dan  renstra
pengembangan

pariwisata ramah Muslim

Service

X41  (Halal
Restaurants)

Ketersediaan
Restoran Halal

. Tersedia self-

.Tersedia >5

. Tersedia restoran yang

tidak menjual daging
babi dan turunannya
claimed
restoran halal

. Tersedia restoran halal

tersertfikat

. Tersedia 5 restoran halal

tersertifikat
restoran
halal tersertifikat

X42 (Mosque)

Ketersediaan
Tempat Ibadah

. Tersedia masjid/musala

di daya tarik wisata
tertentu dalam kondisi
kurang memadai

2. Tersedia masjid/musala

di semua daya tarik
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No.

Dimensi

Variabel

Indikator

Kriteria Skor

wisata dalam kondisi
kurang memadai

3. Tersedia masjid/musala
di fasilitas umum
(terminal, bandara
stasiun, pasar, mal dan
daya tarik wisata dalam
kondisi memadai)

4. Tersedia masjid/musala
berstandar ~ pariwisata
ramah Muslim di
(bandara, daya tarik, dan
mal)

5. Tersedia masjid/musala
berstandar pariwisata
ramah Muslim di semua
fasilitas umum

X43
(Airports)

Ketersediaan
Bandara

—_

. Tidak memiliki bandara

2. Memiliki rencana
pembuatan/pembanguna
n bandara

3. Memiliki bandara
domestik dengan
pesawat kapasitas kecil

4. Memiliki bandara
domestik umum

5. Memiliki

internasional

bandara

X44 (Hotels)

Ketersedian
Hotel  Syariah
dan/ Hotel yang
Tidak
Menghidangkan
Alkohol/
Ketersediaan
Dry Hotel

Ketersediaan
Hotel  dengan
Restoran/Dapur

Bersertifikat
Halal  (Halal-
Certified
Kitchen)

1. Tidak memiliki hotel
syariah/hotel dengan
dapur bersertifikasi halal

2.Memiliki hotel dengan

restoran  yang  tidak
menjual makanan
mengandung babi

3.Memiliki hotel yang

tidak menjual makanan
mengandung babi dan
minuman keras

4. Memiliki hotel dengan
dapur/restoran
bersertifikat halal

5.Memiliki 3 atau lebih
hotel berstandar Syariah
dengan > 5 hotel dengan
restoran sertifikat halal
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No.

Dimensi

Variabel

Indikator

Kriteria Skor

X45
(Attraction)

Ketersediaan
Islamic Herige
Site / Islam-
Related
Attraction &
Cultural &
Local
Attractions

. Tersedia  daya tarik

wisata alam/budaya
/buatan dengan toilet dan
musala bersih

. Tersedia  daya tarik

wisata alam/budaya
/buatan yang memiliki
restoran bersertifikat
halal

. Tersedia  daya tarik

wisata alam/budaya
/buatan yang memiliki
restoran bersertifikat
halal, dilengkapi dengan
toilet dan musala yang
berstandar  pariwisata
ramah Muslim

. Tersedia  daya tarik

wisata alam/budaya
/buatan yang memiliki 3
restoran bersertifikat

halal, dilengkapi dengan
toilet dan musala yang
berstandar ~ pariwisata
ramah Muslim

. Tersedia  daya  tarik

wisata alam/budaya
/buatan yang memiliki
>3 restoran bersertifikat
halal, dilengkapi dengan
toilet dan musala yang
berstandar pariwisata
ramah Muslim

Sumber: data diolah, 2025, Laporan KNEKS, 2020



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

Peneliti telah mengumpulkan data dari penelitian yang telah dilakukan
melalui studi dokumen dan expert judgement. Dalam bab ini peneliti akan
mendeskripsikan dan menganalisis data yang terkumpul untuk menjelaskan hasil
penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan
komponen penyusun indeks yang relevan dari berbagai sumber. Analisis yang
diterapkan adalah kualitatif dengan metode Multi-Stage Weighted Index dimana
metode ini menggabungkan proses tahapan pembobotan pada setiap komponen
penyusun indeks. Analisis dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang
mendalam terkait indikator atau komponen penyusun indeks dan nilai indeks setiap
provinsi di Indonesia.

Fokus penelitian ini terbagi menjadi dua aspek utama. Pertama,
mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan dalam mengukur halal city index
di Indonesia. Kedua, mengukur nilai indeks halal city setiap provinsi di Indonesia.
Expert judgement dengan para ahli untuk menghasilkan bobot penilaian yang
menjadi dasar analisis, memberikan gambaran tentang pentingnya indeks halal city
untuk menilai kesiapan kota dalam mengimplementasikan kota ramah muslim.

Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan
dan kredibilitas data dengan memanfaatkan tiga pendekatan: triangulasi waktu,
teknik, dan sumber. Triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada
waktu yang berbeda untuk menangkap dinamika layanan halal di seluruh provinsi,
mengantisipasi perubahan musiman atau kebijakan. Triangulasi teknik diterapkan
dengan memadukan metode expert judgement dan analisis dokumen terkait
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kebijakan halal. Sementara itu, triangulasi sumber melibatkan beberapa pihak,
yakni ahli pada bidang Ekonomi dan Studi Islam dari dosen-dosen di UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang dalam proses pembobotan nilai indikator dengan expert
judgement. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya
merepresentasikan kondisi aktual, tetapi juga memiliki validitas tinggi untuk
memahami upaya kota-kota dalam mendukung wisata halal secara komprehensif.
Dalam proses perumusan komponen yang relevan, penelitian dilakukan
melalui kajian literatur secara komprehensif guna mengidentifikasi elemen-elemen
utama yang dapat diukur dan dianalisis. Peneliti mengambil referensi dan literatur
dari berbagai sumber yang terkait dengan pengukuran indeks dan isu-isu yang
berkaitan langsung maupun tidak langsung tentang halal city. Rekapitulasi hasil
kajian literatur disajikan dalam tabel di bawah ini, setiap komponen dilengkapi

dengan sumber referensi yang mendukung.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Temuan Indikator Penyusun IHC

No. Indikator Keterka.itan Perbedaan/Persama Sumber
Teori an
1. | Access: Pariwisata Indikator 2-6 | Komite
1. Jumlah Rute | berkelanjutan | memiliki kesamaan | Nasional
Penerbangan mencakup dalam aspek | Keuangan dan
Internasional aksesibilitas aksesibilitas  yang | Ekonomi
2. Jumlah Rute | yang baik | berkaitan dengan | Syariah (2020)
Penerbangan melalui sarana transportasi.
Domestik infrastruktur Namun,
3. Jumlah Maskapai | transportasi, perbedaannya
4. Ketersediaan Rute | komunikasi terletak pada moda
Kereta Api efektif  untuk | transportasi yang
5. Ketersediaan Rute | meningkatkan | digunakan  (udara,
Perjalanan  Laut | inklusivitas darat, laut).
(pelabuhan) wisata  halal,
6. Ketersediaan serta pelayanan
Infrastruktur Jalan | yang
Communication: mendukung
nilai dan




57

6.

. Ketersediaan

Panduan bagi
Wisatawan
Muslim
Penyelenggaraan
Workshop  atau
Pelatihan dan
Seminar mengenai
Pariwisata Ramah
Muslim pada
Stakeholder
Event Pariwisata
Ramah Muslim
Brosur/Media
Pemasaran
Lainnya

. Kemampuan

Bahasa dari Tour
Guide (Bahasa
Indonesia & Arab)
Keberadaan

Digital Marketing

Environment:

1.

Jumlah
Wisatawan
Nusantara
Jumlah
Wisatawan
Mancanegara
Ketersediaan
Akses internet /
Wi-Fi

Komitmen dalam
menjalankan dan
mengembangkan
pariwisata Ramah
Muslim

Service:

1.

2.

Ketersediaan
Restoran Halal
Ketersediaan
Tempat Ibadah

. Ketersediaan

Bandara
Ketersediaan
Hotel Syariah
dan/atau Hotel
yang tidak
menghidangkan

kepercayaan
wisatawan
Muslim. Selain
itu, komitmen
terhadap
pariwisata
ramah
lingkungan
berperan dalam
konservasi
budaya dan
keseimbangan
ckosistem,
memastikan
dampak
ekonomi dan
sosial yang
positif.
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Alkohol/Ketersedi
aan Dry Hotel

5. Ketersediaan
Hotel dengan
Restoran/dapur

6. Ketersediaan
Hotel
Bersertifikasi
halal

7. Ketersediaan
Islamic Herige
Site /  Islam-
Related Attraction
&  Cultural &

Local Attraction
Hotel/Penginapan: Prinsip-prinsip | Semua indikator | Fatwa DSN-
1. Tidak syariah dalam | memiliki kesamaan | MUI
menyediakan sektor  hotel, | dalam penerapan | 108/DSN-
akses pornografi | destinasi prinsip syariah di | MUI/X/2016
& tindakan | wisata, spa, | hotel dan | tentang
asusila. biro penginapan. Pedoman
2. Tidak perjalanan, dan | Perbedaannya Penyelenggara
menyediakan pemandu terletak pada aspek | an Pariwisata
hiburan yang | wisata sejalan | yang ditekankan, | Berdasarkan
mengarah  pada | dengan  teori | seperti layanan, | Prinsip
kemusyrikan, pariwisata fasilitas, atau | Syariah
maksiat, dan | berkelanjutan | kebijakan
asusila. yang operasional.
3. Makanan & | menekankan
minuman keseimbangan
bersertifikat halal | aspek
MUL ckonomi,
4. Menyediakan sosial, dan
fasilitas ibadah & | lingkungan.
bersuci yang | Standar seperti
memadai. kebersihan,
5. Karyawan fasilitas
berpakaian sesuai | ibadah,
syariah. konsumsi
6. Memiliki panduan | halal, serta
layanan sesuai | penghormatan

prinsip syariah.
7. Menggunakan

jasa Lembaga
Keuangan
Syariah.

Destinasi Wisata:

1. Menjaga

kebersihan,

terhadap nilai
sosial-budaya
mendukung
keberlanjutan
sosial dan
budaya tanpa
merusak
kearifan lokal.
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lingkungan, &
sanitasi.

2. Menghormati nilai
sosial-budaya
sesuai syariah.

3. Memiliki fasilitas
ibadah layak &

mudah dijangkau.

4. Makanan &
minuman halal
bersertifikat MUI.

5. Bebas dari
kemusyrikan,
khurafat, &
maksiat.

6. Tidak ada zina,
pornografi,

minuman  Keras,
narkoba, & judi.

7. Tidak ada
pertunjukan yang
bertentangan

dengan syariah.

Spa, Sauna, &
Massage:

1. Menggunakan

bahan halal

bersertifikat MUI.

Bebas pornoaksi

& pornografi.

. Menjaga
kehormatan
wisatawan.

4. Terapis hanya
melayani sesama
jenis.

5. Memiliki fasilitas
ibadah.

Biro Perjalanan

Wisata:

1. Menyelenggaraka
n paket wisata
sesuai syariah.

2. Akomodasi &
destinasi  sesuai
syariah.

3. Makanan &
minuman

N

(O8]

Selain itu,
penggunaan
Lembaga
Keuangan
Syariah  dan
pengelolaan
wisata  yang
etis
memastikan
stabilitas
ekonomi serta
mencegah
eksploitasi
lingkungan dan
dampak negatif
dari  aktivitas
wisata.
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bersertifikat halal
MUL

4. Menggunakan
Lembaga
Keuangan
Syariah.

5. Dana & investasi
sesuai prinsip
syariah.

6. Panduan
mencegah
tindakan  syirik,
maksiat, & judi.

Pemandu Wisata:

1. Memahami &
menjalankan fikih
pariwisata.

2. Berakhlak mulia,
komunikatif, jujur,
&  Dbertanggung
jawab.

3. Kompeten dengan

wisata

sertifikat profesi.
4. Berpenampilan
sopan sesuai
syariah.
Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip | Semua indikator | Pengembanga
Syariah: syariah dalam | memiliki kesamaan | n
Kegiatan Tidak | pariwisata dalam menerapkan | wisata halal
Bertentangan berkelanjutan | prinsip syariah, | untuk
dengan Prinsip | menekankan tetapi terdapat | kesejahteraan
Islam: keselarasan perbedaan dalam | masyarakat di
1. Bebas dari | dengan  nilai | aspek spesifik yang | kota Mataram
kemusyrikan & | Islam melalui | ditekankan, seperti | (M. S.
kemaksiatan. kebebasan dari | makanan, pakaian, | Nasution et al.,
2. Hanya kemusyrikan layanan, dan | 2021)
menyediakan dan infrastruktur ibadah.
minuman kemaksiatan,
nonalkohol. penyediaan
3. Makanan makanan halal,
bersertifikat halal. | serta fasilitas
4. Memiliki fasilitas | ibadah  yang
penunjang memadai.
Ramadan. Standar
Pelayanan  dengan | pelayanan yang
Standar Halal: sopan dan
1. Berpenampilan ramah
sopan, menutup | mendukung

aurat, & menarik.

keberlanjutan
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2. Bersikap ramah & | sosial,
komunikatif. sementara
Bangunan Sesuai | penggunaan
Prinsip Islam: Lembaga
1. Memiliki Keuangan
masjid/musholla. | Syariah serta
2. Terdapat petunjuk | akomodasi
arah kiblat. halal
3. Hotel syariah | memastikan
memiliki stabilitas
pedoman  sesuai | ekonomi.
prinsip syariah. Selain itu,
4. Menggunakan layanan
jasa Lembaga | transportasi
Keuangan dan wisata
Syariah. berbasis
Layanan syariah
Transportasi & | berkontribusi
Wisata: pada
1. Paket wisata | pengalaman
sesuai prinsip | wisata ~ yang
syariah. etis dan
2. Memiliki  daftar | inklusif tanpa
akomodasi halal. | merusak nilai
3. Menyediakan budaya lokal.
panduan  wisata
syariah.
Nilai Etika Syariah Berorientasi Semua indikator | Analisis
Nilai-nilai  Syariat | pada saling berkaitan | potensi
Islam: kemaslahatan | dalam aspek etika | dan tantangan
1. Berorientasi pada | umum dan | syariah, tetapi ada | wisata halal
kemaslahatan bebas dari | perbedaan dalam | Pantai Biru di
umum. eksploitasi fokusnya, misalnya | Kabupaten
2. Bebas dari | mendukung pada aspek | Bangkalan
kemusyrikan & | konsep keamanan dan | (Fauzan et al.,
maksiat. keberlanjutan | pelestarian budaya. | 2022)
3. Menjaga sosial dan
keamanan, budaya dalam
kenyamanan, & | teori pariwisata
kelestarian budaya. | berkelanjutan.
Attractions (Daya | Konsep Semua indikator | Tourism
Tarik) pariwisata memiliki kesamaan | Principles and
1. Tersedia aktivitas | halal yang | dalam  mendukung | Practices.
wisata alam, seni, | mencakup daya | wisata halal, tetapi | England:
dan budaya yang | tarik, fasilitas, | perbedaannya Longman
bebas dari | aksesibilitas, terletak pada aspek | Group
pornoaksi & | layanan yang ditekankan, | Limited.
kemusyrikan. pendukung, seperti daya tarik | (Cooper,
dan wisata, fasilitas, | Fletcher,
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Minimal satu
festival halal
lifestyle per tahun.
Pramuwisata
berpakaian sopan.
Wisata pantai
dengan aturan

berpakaian sopan.
Kolam renang &
pemandian
terpisah untuk pria
& wanita.

Amenities (Fasilitas)

1.

Restoran, café, &
toko oleh-oleh
bersertifikat halal.

2. Fasilitas air bersih
& tempat ibadah
yang nyaman.

3. Hotel dengan
layanan
Ramadhan (sahur
& berbuka).

4. Bebas dari
perjudian,
alkohol, &
diskotik.

5. Kolam renang &
gym terpisah pria
& wanita.

6. Spadengan terapis
sesuai jenis
kelamin.

Accessibility

(Aksesibilitas)

1. Paket wisata
sesuai prinsip
halal.

2. Pemandu wisata
memahami  nilai
syariah.

3. Transportasi
nyaman &
memadai.

4. Informasi &
infrastruktur
wisata yang

mendukung.

kelembagaan
selaras dengan
prinsip
pariwisata
berkelanjutan
karena
menyeimbangk
an aspek
ckonomi,
sosial, dan
lingkungan.
Kegiatan
wisata  yang
sesuai dengan
syariah  serta
penyediaan
fasilitas  halal
mendukung
inklusivitas
dan
keberlanjutan
sosial,
sementara
regulasi  serta
peran lembaga
terkait
memperkuat
tata kelola
industri ini.
Kemudahan
akses dan
keberadaan
layanan
pendukung,
seperti  bank
syariah dan
pusat informasi
pariwisata,
meningkatkan
kenyamanan
wisatawan
sekaligus
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
berbasis nilai-
nilai Islam.

aksesibilitas,
layanan pendukung,
dan regulasi.

Gilbert,
Shepherd &
Wanhill,
1998).
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5. Promosi &
dukungan
pemerintah untuk
wisata halal.

Ancillary  Services

(Fasilitas

Pendukung)

1. Bank syariah di
lokasi wisata.

2. Rumah sakit &

klinik kesehatan.
3. Kantor pos &
jaringan
telekomunikasi.
4. Pusat informasi
pariwisata.
Institutions
(Kelembagaan)
1. Regulasi
pariwisata  halal
(PERGUB).

2. Dukungan  dari
dinas, MUI, &
lembaga
pendidikan.

3. Keikutsertaan
pelaku usaha
(hotel,  restoran,
toko oleh-oleh).

4. Dukungan
lembaga adat &
masyarakat
sekitar.

Sumber: data diolah peneliti, 2025
Tabel diatas merupakan hasil kajian literatur yang ditemukan oleh peneliti.
Terdapat perbedaan komponen penyusun yang menunjukkan bahwa adanya variasi
indikator. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi argumentasi landasab dasar
komponen pembentuk indeks 4alal city. Pada intinya komponen penyusun indeks
dibentuk dengan mempertimbangkan prinsip syariah dan indikator yang sesuai

dengan tujuan pengukuran indeks.
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Adapun komponen indeks yang diperoleh, secara umum dibentuk oleh
dimensi ACES yang diluncurkan oleh GMTI. Dimensi ACES dalam Global Muslim
Travel Index (GMTI) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur daya
tarik destinasi wisata bagi wisatawan Muslim berdasarkan empat aspek utama:
Access, Communication, Environment, dan Services. Keempat dimensi ini menjadi
indikator penting dalam menilai kesiapan kota untuk memenuhi kebutuhan spesifik
wisatawan Muslim.

Empat dimensi utama, yaitu Access, Communication, Environment, dan
Service, yang mencerminkan kesiapan suatu kota dalam menyediakan fasilitas
ramah Muslim. Keempat dimensi ini kemudian diturunkan dan dielaborasi menjadi
variabel dan indikator penyusun indeks. Dimensi Access diproyeksikan jadi empat
variabel yakni akses udara, akses air, akses kereta api, dan kondisi infrastruktur
jalan. Akses udara diturunkan lagi menjadi indikator rute penerbangan domestik,
internasional dan jumlah maskapai yang beroperasi. Ketersediaan bandara yang
mendukung rute penerbangan ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan
aksesibilitas wisata halal (Henderson, 2016). Ketersediaan akses ini dinilai
berdasarkan ketersediaan bandara dan jumlah rute yang ada pada setiap bandara
baik rute domestik maupun internasional. Kemudian akses air dilihat dari
ketersediaan pelabuhan dan jenis rute perjalanannya. Akses kereta api dilihat dari
ketersediaan rute baik antar kota dalam provinsi maupun rute antar provinsi dengan
berbagai kelas layanan yang disediakan. Infrastruktur jalan juga berperan dalam
memastikan konektivitas yang memadai, terutama dalam mendukung mobilitas
wisatawan menuju destinasi wisata halal (Battour & Ismail, 2016).

Sementara itu, Communication berfokus pada kemudahan informasi bagi

wisatawan Muslim, seperti panduan wisata halal, pelatihan bagi pemangku
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kepentingan, serta keberadaan digital marketing untuk promosi wisata ramah
Muslim. Dimensi ini berfokus pada penyediaan informasi dan edukasi terkait wisata
halal. Salah satu indikator utama dalam dimensi ini adalah Muslim Visitor Guide,
yang mencakup panduan bagi wisatawan Muslim untuk menemukan tempat-tempat
yang menyediakan layanan halal. Selain itu, Stakeholder Education berperan dalam
meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan melalui pelatihan, seminar, dan
workshop terkait konsep pariwisata ramah Muslim (El-Gohary, 2016). Upaya
promosi juga menjadi aspek krusial dalam komunikasi, termasuk melalui Market
Outreach seperti penyelenggaraan acara wisata halal dan distribusi brosur atau
media pemasaran lainnya. Keberadaan four guide dengan kemampuan bahasa
internasional, seperti bahasa Inggris dan Arab, juga menjadi faktor yang
meningkatkan kenyamanan wisatawan Muslim. Selain itu, digital marketing
memainkan peran penting dalam menjangkau wisatawan potensial melalui platform
online dan media sosial (Rahman et al., 2017).

Kategori environment mencerminkan daya tarik kota terhadap wisatawan
domestik dan mancanegara serta infrastruktur penunjang, seperti ketersediaan akses
internet di bandara dan komitmen pemerintah dalam mengembangkan wisata halal.
Dimensi Environment mencerminkan daya tarik dan kesiapan suatu kota dalam
menerima wisatawan halal. Hal ini mencakup jumlah wisatawan domestik dan
mancanegara, ketersediaan akses internet (Wi-Fi) di bandara, serta komitmen
pemerintah dalam menjalankan dan mengembangkan wisata halal. Infrastruktur
yang mendukung ekosistem wisata halal juga masuk dalam dimensi ini, seperti
adanya regulasi yang mendorong penyediaan layanan halal.

Selain itu, dimensi service menilai aspek layanan langsung bagi wisatawan

Muslim, seperti jumlah restoran halal, tempat ibadah, hotel syariah, serta
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keberadaan atraksi wisata berbasis Islam, seperti situs bersejarah dan budaya Islam
yang dapat meningkatkan pengalaman wisata halal. Keberadaan restoran halal,
tempat ibadah, dan hotel berbasis syariah berperan sangat penting dalam
meningkatkan kenyamanan wisatawan Muslim. Atraksi ini dapat berupa situs
bersejarah, pusat kebudayaan Islam, serta destinasi yang memperkenalkan nilai-
nilai dan tradisi Muslim kepada wisatawan. Keseluruhan indikator ini berkontribusi
dalam membangun destinasi wisata yang tidak hanya menarik tetapi juga nyaman
bagi wisatawan Muslim, sehingga meningkatkan daya saing daerah dalam sektor
pariwisata halal global.

Teknik estimasi yang digunakan untuk menghitung nilai indeks variabel
atau indikator pada dimensi ACES dalam Indeks Halal City adalah Multi-Stage
Weighted Index. Metode ini mengombinasikan beberapa tahapan pembobotan yang
ditetapkan pada setiap komponen dalam dimensi tersebut. Oleh karena itu, proses
pemberian bobot harus dilakukan secara bertahap dan mengikuti prosedur yang
jelas. Langkah-langkah untuk menentukan nilai indeks adalah sebagai berikut: (1)
memberikan skor untuk setiap indikator dengan skala 1 hingga 5 berdasarkan
kriteria yang telah ditentukan; (2) menghitung indeks indikator menggunakan
rumus yang sesuai; (3) mengalikan indeks indikator dengan bobot yang telah
ditetapkan untuk mendapatkan nilai indeks variabel. Perhitungan ini tidak berlaku
untuk variabel yang tidak memiliki indikator turunan. Rumus yang digunakan untuk
variabel Air Access, Market Outreach, dan Hotels; (4) mengalikan indeks variabel
dengan bobot yang ditentukan untuk memperoleh nilai indeks masing-masing
dimensi; dan (5) mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap dimensi dengan

bobot masing-masing untuk memperoleh Indeks Halal City, yaitu dengan rumus:
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IHC = X1+X2+X3+X4. Hasil akhir akan diberikan kategori sesuai dengan nilai
indeks yang diperoleh berdasarkan kriteria yang ada pada tabel 3.1.

Dimensi ACES yang diluncurkan oleh GMTI saling melengkapi untuk
memberikan penilaian menyeluruh mengenai seberapa ramah dan menarik sebuah
destinasi bagi wisatawan Muslim, sekaligus mendukung konsep pariwisata
berkelanjutan. Berikut tabel hasil perhitungan indeks yang menyajikan peringkat
provinsi berdasarkan kinerja dalam berbagai dimensi pengembangan destinasi
wisata halal, yaitu Access (aksesibilitas), Communication (komunikasi),

Environment (lingkungan), dan Services (layanan).

Tabel 4.2

Peringkat S Provinsi Teratas Berdasarkan Dimensi ACES

DIMENSI ACCESS DIMENSI COMMUNICATION
PROVINSI INDEKS PROVINSI INDEKS
1. DKI JAKARTA 0,725 1. DKI JAKARTA 0,123
2. BANTEN 0,675 2. JAWA BARAT 0,122
3. JAWA TIMUR 0,662 3. JAWA TENGAH 0,122
4. JAWA BARAT 0,660 4. BALI 0,122
5. DI YOGYAKARTA 0,625 5. NANGGROE ACEH D. | 0,117
DIMENSI ENVIRONMENT DIMENSI SERVICE
PROVINSI INDEKS PROVINSI INDEKS
1. NUSA TENGGARA
BARAT 0,281 1. NANGGROE ACEH D. | 0,400
2. SUMATERA BARAT | 0,262 2. JAWA TIMUR 0,400
3. DKI JAKARTA 0,262 3. PAPUA BARAT 0,390
4. JAWA TENGAH 0,262 4. BANGKA BELITUNG | 0,385
5. SUMATERA
5. NANGGROE ACEH D. | 0,243 SELATAN 0,375

Sumber: data diolah peneliti, 2025

Tabel ini menampilkan lima provinsi teratas di Indonesia untuk masing-
masing dimensi: akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Dalam dimensi
akses, DKI Jakarta berada di peringkat pertama dengan indeks 0,725, diikuti oleh

Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa



68

provinsi-provinsi ini memiliki infrastruktur yang memadai dan kemudahan akses
ke layanan serta fasilitas. Pada dimensi komunikasi, DKI Jakarta kembali
mencatatkan skor tertinggi (0,123), diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang
mencerminkan kemampuan komunikasi yang lebih baik di wilayah-wilayah Pulau
Jawa. Untuk dimensi lingkungan, Nusa Tenggara Barat mendapatkan skor tertinggi
(0,281), menandakan kualitas lingkungan yang baik, disusul oleh Sumatera Barat
dan DKI Jakarta. Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Timur meraih skor sama
sebagai provinsi dengan indeks layanan tertinggi (0,400), menunjukkan kualitas
pelayanan publik yang tinggi, dengan Papua Barat, Bangka Belitung, dan Sumatera
Selatan menempati peringkat berikutnya. Indeks-indeks ini memberikan gambaran
yang menggembirakan tentang kinerja provinsi-provinsi unggulan dalam berbagai
aspek penting.

Dari dimensi komponen penyusun indeks kalal city ini dilakukan tahapan
terakhir yakni mengukur halal city index di seluruh provinsi, melibatkan dua puluh
tiga indikator yang mewakili dimensi ACES. Berdasarkan perhitungan dengan
metode Multi-Stage Weighted Index secara bertahap dan bertingkat, diperoleh hasil

pengukuran sebagai berikut:

Tabel 4.3

Peringkat Halal City Index di Indonesia

RANKING PROVINSI IHC RANKING PROVINSI IHC

NUSA TENGGARA KALIMANTAN

! BARAT 0818 20 SELATAN 0,526

2 BANGGROE ACEH 0,816 21 SULAWESI UTARA | 0,524

3 JAWA TIMUR 0,799 22 PAPUA BARAT 0,514

4 DKI JAKARTA 0,798 23 JAMBI 0,486
SUMATERA KALIMANTAN

5 BARAT 0,791 24 UTARA 0,480
KALIMANTAN

6 JAWA BARAT 0,787 25 BARAT 0,479
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KALIMANTAN
7 JAWA TENGAH 0,752 26 TIMUR 0,476
SULAWESI KALIMANTAN
8 SELATAN 0,716 21 TENGAH 0,472
SUMATERA
9 SELATAN 0,711 28 MALUKU UTARA 0,370
DIY
10 YOGYAKARTA 0,698 29 MALUKU 0,362
SULAWESI
11 RIAU 0,697 30 TENGAH 0,344
12 BANTEN 0,687 31 BENGKULU 0,333
SUMATERA
13 UTARA 0,649 32 GORONTALO 0,320
BANGKA
14 BELITUNG 0,632 33 SULAWESI BARAT | 0,320
15 BALI 0,623 34 PAPUA 0,280
PAPUA BARAT
16 KEPULAUAN RIAU | 0,620 35 DAYA 0,280
17 LAMPUNG 0,608 36 PAPUA TENGAH 0,211
18 .I'\_IIL;/?SRTENGGARA 0,597 37 PAPUA SELATAN 0,142
SULAWESI PAPUA
19 TENGGARA 0,586 38 PEGUNUNGAN 0,117

Sumber: data diolah peneliti, 2025

Data pada tabel 4.1 menunjukkan indeks halal city untuk 38 provinsi di
Indonesia, dengan Nusa Tenggara Barat peringkat pertama dengan skor tertinggi
(0,818), menunjukkan performa yang baik sebagai The Halal Tourism Destination
yang berfokus pada pengembangan pariwisata ramah muslim dengan fasilitas halal
yang tersedia seperti hotel, restoran, dan tempat ibadah yang bersertifikasi halal.
Nanggroe Aceh Darussalam berada di posisi kedua dengan nilai indeks 0,816
menjadi provinsi yang menerapkan syariat Islam secara formal untuk
mengembangkan kota halal. Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta juga
menunjukkan nilai indeks yang tinggi mengindikasikan beberapa kota besar yang
memenuhi standar keramahan bagi wisatawan muslim. Provinsi di Pulau Jawa
mayoritas mendominasi 10 peringkat teratas, seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, mencerminkan infrastruktur yang lebih

baik serta tingginya perhatian terhadap layanan halal. Di luar Pulau Jawa, Sumatera
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Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi sebagai daerah dengan mayoritas penduduk
Muslim juga menempati posisi tinggi.

Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menempati peringkat pertama dalam
Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2023 lalu tetap menunjukkan
posisi yang kuat sebagai destinasi ramah Muslim di Indonesia. Reputasinya yang
didukung oleh keindahan alam Lombok dan berbagai fasilitas halal-friendly masih
menjadi daya tarik utama. Pariwisata halal di Lombok, Nusa Tenggara Barat,
berkembang pesat seiring meningkatnya minat wisatawan muslim yang mencari
layanan sesuai syariah. Pengakuan internasional, seperti penghargaan di World
Halal Tourism Awards dan peringkat teratas IMTI 2023, menunjukkan keberhasilan
ini. Wisata halal tidak hanya menjadi tren, tetapi juga peluang besar bagi
perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan
ekonomi lokal (Putri et al., 2024).

Di sisi lain, provinsi-provinsi dari wilayah Papua menempati peringkat
terbawah, dengan indeks terendah dicatat oleh Papua Pegunungan (0,117). Ini
menunjukkan bahwa layanan halal di wilayah-wilayah tersebut masih kurang
berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain itu, provinsi di kawasan
timur Indonesia seperti Maluku dan Gorontalo juga memiliki skor yang relatif
rendah di bawah 0,40. Perbedaan signifikan dalam indeks ini dapat mencerminkan
tantangan geografis, aksesibilitas layanan halal, serta perbedaan fokus pemerintah
daerah terkait pengembangan sektor ini.

Jika diukur menggunakan score range yang ada pada bab 3 tabel 3.1,
terdapat 2 provinsi yang masuk dalam kategori "Sangat Baik" dengan skor di atas
0,81 yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Aceh. Provinsi tersebut dinilai sangat

ramah terhadap wisatawan Muslim karena memiliki infrastruktur dan layanan halal
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yang lengkap, seperti restoran bersertifikasi halal, tempat ibadah yang mudah
diakses, dan layanan berbasis syariah yang memadai. Sementara itu, sebanyak 15
provinsi tergolong dalam kategori "Baik" berada ada rentang 0,61-0,80, provinsi-
provinsi ini cukup ramah terhadap wisatawan Muslim, dengan sebagian besar
kebutuhan wisata halal dapat terpenuhi meskipun masih ada aspek tertentu yang
perlu ditingkatkan.

Sebanyak 10 provinsi berada dalam kategori "Cukup Baik" pada rentang
skor 0,41-0,60, yang menunjukkan bahwa layanan halal mulai tersedia namun
masih terbatas di beberapa aspek, sehingga wisatawan Muslim perlu usaha lebih
untuk menemukannya. Selanjutnya, ada 9 provinsi yang tergolong dalam kategori
"Kurang Baik" di bawah skor 0,40, di mana layanan halal sangat minimal dan masih
sulit diakses. Papua Selatan dan Papua Pegunungan menjadi dua provinsi yang
masuk dalam kategori "Tidak Baik" dengan nilai indeks di bawah 0,20, yang
menandakan bahwa secara umum provinsi ini belum mendapat perhatian penuh

terhadap pengembangan wisata halal.
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada penelitian ini menjabarkan bagaimana komponen penyusun halal city
index yang berasal dari framework Global Muslim Travel Index (GMTI) digunakan
dalam mengukur halal city index seluruh provinsi di Indonesia. GMTI menurut
Mastercard Crescent-Rating menggunakan empat dimensi utama untuk mengukur
kesiapan penerapan wisata halal di dunia. Dimensi tersebut adalah dimensi Access,
Communication, Environtment, dan Service (ACES).

Pada dimensi Access atau aksesibilitas, DKI Jakarta dan Banten menempati

peringkat teratas karena didukung infrastruktur transportasi yang sangat baik. DKI
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Jakarta memiliki Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi hub
penerbangan utama serta moda transportasi modern seperti MRT, LRT, dan
TransJakarta. Sementara itu, Banten diuntungkan oleh posisinya yang strategis
dengan akses tol yang luas, pelabuhan internasional Merak, serta konektivitas
langsung ke pusat ekonomi dan wisata di Jabodetabek. Infrastruktur yang memadai
ini memberikan kemudahan mobilitas dan akses masuk bagi wisatawan maupun
masyarakat lokal.

Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat unggul dalam dimensi communication
karena memiliki beragam platform informasi yang mendukung wisata halal. Kedua
provinsi ini menyediakan aplikasi dan situs web yang memuat panduan destinasi
halal, informasi kuliner, serta layanan ibadah untuk wisatawan Muslim. Selain itu,
kehadiran pusat informasi pariwisata yang ramah Muslim turut mempermudah
wisatawan dalam mengakses informasi terkait fasilitas halal di berbagai lokasi
wisata, menjadikan DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai destinasi yang informatif
dan inklusif.

Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Aceh
mendominasi dalam dimensi environment karena mampu menyediakan lingkungan
yang mendukung kenyamanan wisatawan Muslim. Sumatera Barat dikenal dengan
budaya religius yang kuat dan lingkungan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai
Islami. DKI Jakarta dan Jawa Tengah unggul dengan fasilitas publik yang ramah
Muslim, termasuk masjid yang mudah diakses serta hotel yang menyediakan
layanan halal. Sementara itu, Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok, dikenal
sebagai destinasi wisata halal dengan lingkungan yang bersih, fasilitas ibadah yang

memadai, dan suasana yang nyaman untuk wisatawan Muslim.
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Aceh dan Jawa Timur mencatatkan skor tertinggi dalam dimensi services
karena mampu menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan
Muslim secara optimal. Aceh, sebagai daerah bersyariat Islam, menawarkan
pelayanan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami, termasuk hotel, restoran, dan
fasilitas publik yang sepenuhnya halal. Sementara itu, Jawa Timur unggul dengan
keberagaman layanan ramah Muslim yang mencakup hotel bersertifikat halal, pusat
kuliner halal, serta layanan informasi wisata yang responsif, menjadikan kedua
provinsi ini destinasi yang nyaman dan aman bagi wisatawan Muslim.

Hasil ini selaras dengan pencapaian Indonesia menjadi negara destinasi
ramah muslim terbaik di dunia versi GMTI pada tahun 2023 lalu dengan unggul
ada dua sektor yakni kategori komunikasi dan layanan. Indonesia menempati posisi
pertama dalam kategori komunikasi yang berfokus pada nilai pemasaran destinasi
dengan target wisatawan Muslim serta mengelola stakeholder pada destinasi
tersebut (S. Wahyuni & Nuraeni, 2024). Kemudian pada kategori layanan Indonesia
bersama Turki dan Malaysia menjadi tiga destinasi teratas yang mempunyai
komitmen tinggi dalam menyediakan layanan ramah Muslim yang sesuai dan
memberikan kenyamanan terhadap wisatawan Muslim.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat variasi yang signifikan dalam
halal city index di berbagai provinsi di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Barat
menempati posisi teratas dengan nilai 0,818, menunjukkan bahwa provinsi ini
termasuk dalam kategori sangat baik dalam kriteria kota ramah muslim. Kebijakan
yang diterapkan pemerintah daerah NTB bersama masyarakat yang memiliki
kesadaran wisata terbukti efektif dengan meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawan setiap tahun. Wisatawan muslim dari Timur Tengah tidak hanya datang

untuk menikmati destinasi wisata, tetapi juga tertarik berinvestasi dalam
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pengembangan pariwisata Lombok. Hal ini mengukuhkan Lombok sebagai
destinasi yang ramah bagi berbagai wisatawan, khususnya wisatawan muslim dari
Timur Tengah yang menjadi target utama promosi pariwisata halal (Fahmi et al.,
2023).

Pada dimensi access, Nusa Tenggara Barat (NTB) unggul dengan akses
transportasi yang memadai. Bandara Internasional Lombok menyediakan berbagai
rute penerbangan domestik dan internasional, menjadi pintu gerbang utama bagi
wisatawan. Pelabuhan Lembar dan pelabuhan lainnya mendukung transportasi laut,
sementara infrastruktur jalan yang terus dikembangkan mempermudah mobilitas
wisatawan. Keberagaman moda transportasi ini memungkinkan wisatawan,
termasuk wisatawan Muslim, untuk dengan mudah menjangkau berbagai destinasi
wisata di NTB.

Selain itu, dimensi communication dan environment turut mendukung
pencapaian tersebut. Penyediaan panduan wisata ramah Muslim, pelatihan bagi
pelaku industri pariwisata, serta promosi digital aktif memperkuat daya saing NTB
dalam pasar wisata halal. Komitmen terhadap wisata ramah Muslim didukung oleh
adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pariwisata Halal yang mengatur kegiatan wisata dengan prinsip
syariah, termasuk fasilitas, layanan, dan pengelolaan pariwisata. Ketersediaan akses
internet yang semakin baik juga menjadi nilai tambah dalam penilaian kota halal.
Pada dimensi service, keberadaan restoran halal, masjid yang mudah dijangkau,
akomodasi berbasis syariah, serta berbagai atraksi Islami menegaskan kesiapan
NTB sebagai salah satu destinasi unggulan wisata halal di Indonesia.

Pada posisi kedua diduduki oleh Provinsi Aceh dengan nilai indeks 0,816

dan termasuk kategori sangat baik. Aceh secara aktif telah mengembangkan
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pariwisata halal dengan mengedepankan keunikan budaya, keindahan alam, dan
kuliner yang mendunia. Penerapan syariat Islam juga menjadi salah satu daya tarik
utama yang membuat wisatawan muslim datang ke provinsi ini. Sertifikasi halal
juga menjadi upaya yang dilakukan untuk memastikan halal internasional dapat
terpenuhi secara maksimal.

Dari segi aksesibilitas, Aceh memiliki Bandara Internasional Sultan
Iskandar Muda yang terhubung dengan beberapa kota besar dan negara-negara
tetangga. Akses menuju destinasi wisata juga semain baik dengan infrastruktur jalan
yang sudah diperbaiki. Dari aspek lingkungan, Aceh dikenal sebagai satu-satunya
provinsi yang sudah menerapkan syariat Islam secara formal sehingga dapat
menyediakan lingkungan yang ramah bagi wisatawan Muslim. Dukungan penuh
dari masyarakat dan pemerintah setempat terkait penerapan wisata halal. Aceh juga
memiliki banyak restoran yang telah tersertifikasi halal serta masjid dan tempat
ibadah yang tersedia hampir di semua tempat wisata. Selain itu ketersediaan hotel
dan akomodasi yang mulai menerapkan konsep syariah walau belum sepenuhnya
merata juga mendukung aspek layanan halal di Aceh.

Provinsi Jawa Timur menempati posisi ketiga dengan nilai indeks 0,799,
menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki infrastruktur, kebijakan, dan layanan
yang sangat mendukung prinsip-prinsip halal. Hal ini dipengaruhi oleh populasi
Muslim yang besar dan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk dan layanan
halal (Fauziet al., 2024). Pada dimensi access, Jawa Timur unggul dengan
ketersediaan akses transportasi yang memadai, baik dari jalur udara dengan
banyaknya rute penerbangan domestik dan internasional melalui Bandara
Internasional Juanda. Jaringan kereta api yang luas dengan layanan antar

kota/provinsi serta klasifikasi kelas yang beragam yang menghubungkan kota-kota
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besar juga menjadi bobot penilaian yang penting. Untuk akses laut, Jawa Timur
dilengkapi dengan Pelabuhan Tanjung Perak dan pelabuhan-pelabuhan lain yang
mendukung transportasi laut. Sementara itu terdapat infrastruktur jalan tol Trans
Jawa yang mendukung mobilitas wisatawan dengan lancar. Keberagaman moda
transportasi ini membuat wisatawan, termasuk wisatawan Muslim, dapat dengan
mudah mengakses berbagai destinasi di wilayah tersebut.

Selain itu, dimensi communication dan environment turut mendukung
pencapaian ini. Panduan wisata bagi Muslim, pelatihan untuk pelaku industri
pariwisata, serta promosi digital aktif menjadi kekuatan Jawa Timur dalam
menjangkau pasar wisata halal. Komitmen terhadap pariwisata ramah Muslim dan
ketersediaan akses internet dengan kecepatan yang baik juga meningkatkan daya
tarik provinsi ini bagi wisatawan domestik maupun internasional. Pada dimensi
service, keberadaan restoran halal, masjid yang mudah diakses, hotel syariah, serta
atraksi wisata Islami menunjukkan kesiapan Jawa Timur dalam menyediakan
layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, menjadikannya
destinasi unggulan wisata halal di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas provinsi di Indonesia
termasuk dalam kategori baik yang memiliki nilai indeks dengan rentang 0,61-0,80.
Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai indeks yang memiliki selisih tipis dengan Jawa
Timur. DKI Jakarta mendapatkan skor indeks 0,798 dalam aspek akses,
komunikasi, lingkungan, dan layanan terkait kota halal. Provinsi ini unggul dalam
aspek akses dan komunikasi. Dari segi akses, Jakarta memiliki satu bandara
internasional, jalur kereta api yang menghubungkan dalam dan luar kota, serta
infrastruktur jalan yang cukup baik. Namun, akses laut masih terbatas dengan hanya

satu pelabuhan utama di Tanjung Priok. Dalam aspek komunikasi, Jakarta sudah
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memiliki panduan wisata Muslim yang tersedia baik dalam bentuk cetak atau
digital, edukasi pariwisata ramah muslim bersama stakeholder, serta promosi
digital dan event terkait halal tourism yang aktif dilakukan. Program kampanye
menuju “Jakarta Ramah Muslim” semakin memperkuat daya tarik kota ini bagi
wisatawan Muslim.

Dalam aspek lingkungan dan layanan, Jakarta memiliki jumlah wisatawan
Muslim yang signifikan baik dari wisatawan nusantara atau mancanegara, didukung
oleh ketersediaan Wi-Fi luas dan komitmen pada pengembangan pariwisata halal
seperti pembangunan Halal Park. Dari segi layanan, Jakarta memiliki banyak
restoran bersertifikat halal, ribuan masjid dan musala di lokasi wisata, serta hotel
syariah dengan fasilitas yang sesuai dengan prinsip halal. Dengan dukungan
infrastruktur dan strategi pemasaran yang kuat, Jakarta terus berkembang sebagai
destinasi ramah Muslim di tingkat global.

Dengan skor indeks 0,791, Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan
potensi besar dalam sektor wisata ramah Muslim, mencakup aspek aksesibilitas,
komunikasi, lingkungan, dan layanan pendukung. Dari segi aksesibilitas, provinsi
ini memiliki satu bandara internasional yang melayani rute ke negara-negara
tetangga dengan banyak maskapai yang beroperasi. Jaringan kereta api yang ada di
Sumatera Barat menghubungkan rute dalam kota, serta infrastruktur jalan dan
pelabuhan yang mendukung kelancaran transportasi wisatawan. Dalam hal
komunikasi dan promosi, berbagai upaya telah dilakukan untuk menarik wisatawan
Muslim, seperti event Sumarak Ramadhan. Tersedia juga pemandu wisata yang
menguasai bahasa asing, serta materi promosi dalam bentuk digital dan cetak guna
meningkatkan daya tarik destinasi halal. Selain itu, Provinsi Sumatera Barat

menyediakan beragam fasilitas ramah Muslim, termasuk restoran bersertifikasi
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halal, tempat ibadah seperti masjid dan musala, serta hotel yang menerapkan standar
halal.

Dengan skor indeks 0,787, Provinsi Jawa Barat didukung oleh oleh bandara
internasional, transportasi terintegrasi ke beberapa kota besar, serta infrastruktur
memadai. Promosi dilakukan melalui event-event tahunan dengan borsur digital
maupun cetak yang tersebar luas. Fasilitas ramah Muslim mencakup restoran halal,
tempat ibadah, serta hotel berstandar halal, yang tersedia di banyak titik
menjadikannya destinasi wisata halal unggulan. Provinsi ini mengutamakan wisata
halal dengan menghadirkan kuliner bersertifikat halal, fesyen syariah, serta fasilitas
ibadah yang memadai. Beberapa masjid ikonik yang wajib dikunjungi antara lain
Masjid Raya Bandung, Masjid Al Jabar, dan Masjid Al Irsyad. Selain itu, Jawa Barat
juga memiliki destinasi wisata halal lainnya, seperti Keraton Kesepuhan di Cirebon
(CNN Indonesia, 2023).

Provinsi Jawa Tengah memiliki skor indeks baik dengan nilai 0,752.
Aksesibilitasnya didukung oleh ketersediaan bandara, transportasi darat dan laut
yang terintegrasi, serta infrastruktur jalan yang memadai. Promosi dilakukan
melalui event-event religi pemandu wisata berbahasa asing, dan brosur atau poster
digital dan cetak. Pemerintah Jawa Tengah kembali menggalakkan program wisata
halal guna menarik lebih banyak pelancong domestik dan mancanegara. Program
ini sempat tertunda akibat pandemi, namun kini dilanjutkan dengan pembenahan
infrastruktur, termasuk hotel bersertifikasi halal dan rumah potong hewan. Promosi
wisata halal Jawa Tengah kini semakin diperkuat secara digital, dengan sektor
UMKM dan industri perhotelan turut mendukung pengembangannya (Safuan,

2023).
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Provinsi Sulawesi Selatan mendapat skor 0,716 dengan pengembangan
akses infrastruktur halal yang semakin ditingkatkan terutama di Makassar.
Peningkatan ini juga dilakukan pada edukasi dan promosi event halal. Layanan
halal seperti restoran dan halal mulai banyak yang mendapat sertifikasi halal.
Sebagai destinasi wisata, Toraja menarik banyak pengunjung, termasuk wisatawan
Muslim yang membutuhkan fasilitas kuliner halal. Pemerintah Sulawesi Selatan
memasukkan pengembangan wisata halal dalam RPJMD agar program ini dapat
terealisasi dengan baik, bukan sekadar wacana (Pemerintah Provinsi Sulsel, 2019).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mengembangkan wisata halal
untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Pengembangan destinasi
wisata halal menjadi fokus utama guna memberikan pelayanan yang nyaman bagi
wisatawan. Provinsi Sumsel yang menduduki peringkat sembilan ini menawarkan
konsep Sapta Pesona, yang mencakup keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan,
keindahan, keramahan, dan kenangan, agar wisatawan merasa nyaman dan tertarik
untuk kembali berkunjung. Selain itu, Pemprov Sumsel berencana membuka
kembali penerbangan internasional Malaysia-Palembang guna meningkatkan
jumlah wisatawan (Puspaningtyas, 2023).

DI Yogyakarta finish di peringkat sepuluh dengan skor 0,698. Dengan
keunggulan pada akses produk dan layanan halal serta kesadaran mengenai konsep
halal yang didukung oleh komunitas lokal dan akademisi. Pada tahun 2019, DI
Yogyakarta menempati posisi keenam sebagai destinasi halal terbaik nasional.
Yogyakarta memiliki potensi besar dalam wisata halal, sebagaimana ditunjukkan
oleh Jogja Festival Halal yang melibatkan berbagai peserta, seperti hotel syariah,
restoran halal, serta spa dan pijat syariah yang telah memenuhi standar destinasi

wisata halal (Warta Jogjakota, 2019).
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Provinsi Riau dengan skor indeks 0,697 termasuk dalam kategori baik.
Provinsi ini merupakan destinasi wisata halal di Indonesia dengan fasilitas ibadah
dan makanan halal yang melimpah. Salah satu objek wisata terkenal di daerah ini
adalah Istana Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak, yang memiliki arsitektur
perpaduan Arab, Melayu, dan Eropa serta masih terbuka untuk umum (CNN
Indonesia, 2023).

Provinsi Banten dengan skor indeks 0,687 memiliki potensi besar dalam
pariwisata halal yang didukung oleh sejarah, budaya, dan keindahan alamnya.
Destinasi utama seperti Situs Keraton Kaibon dan Masjid Agung Banten
menawarkan pengalaman religi dan budaya, sementara Pantai Anyer serta Taman
Nasional Ujung Kulon menambah daya tarik alamnya. Pemerintah terus mendorong
wisata halal dengan menyediakan fasilitas ramah Muslim, seperti akses mudah ke
masjid, restoran halal, dan hotel bersertifikasi. Dengan berbagai kategori wisata
halal, termasuk wisata religi, kuliner, dan budaya, Banten berpotensi menjadi tujuan
utama bagi wisatawan Muslim domestik maupun internasional (Imam NR, 2023).

Implementasi wisata halal di Sumatera Utara, khususnya di Medan dan
Parapat, masih dalam tahap pengembangan dengan tantangan dan peluang yang
beragam. Kota Medan sudah cukup siap sebagai destinasi wisata halal dengan
adanya paket wisata syariah dan event berbasis Islam, meskipun masih diperlukan
peningkatan dalam sertifikasi hotel dan restoran halal serta kesiapan sumber daya
manusia. Sementara itu, Kota Parapat belum optimal dalam mengembangkan
wisata halal karena minimnya fasilitas yang memenuhi standar syariah. Untuk
memaksimalkan potensinya, diperlukan regulasi yang lebih jelas, peningkatan
infrastruktur pendukung, serta edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat

(Suparmin & Yusrizal, 2018).
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Program wisata halal di Kepulauan Bangka Belitung terus dikembangkan
untuk menarik wisatawan Muslim, terutama dari Timur Tengah. Hingga kini, 2.700
pelaku usaha telah bersertifikat halal. Pemerintah daerah dan LPPOM-MUI juga
mendorong percepatan sertifikasi dengan pelatihan dan insentif guna memperkuat
posisi Bangka Belitung sebagai destinasi wisata halal di Indonesia (Dahnur &
Prasetya, 2023). Selain itu, KDEKS telah menetapkan Desa Perlang sebagai
percontohan wisata halal dan mengembangkan desa pangan halal di setiap
kabupaten guna mendukung wisata ramah Muslim (Rezkisari, 2023).

Konsep wisata halal di Bali masih menjadi perdebatan dan belum diterapkan
secara luas. Penerapan wisata halal dianggap dapat mengaburkan nilai-nilai budaya
Hindu, menggeser identitas pariwisata Bali, serta berpotensi memicu konflik sosial
dan mengganggu keberlanjutan ekonomi lokal (Atnews, 2024). Bali memiliki
karakter pariwisata berbasis budaya sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2020.
Meskipun Bali terbuka bagi semua wisatawan, konsep wisata halal lebih cocok
diterapkan di daerah lain seperti Lombok (Perspectivesnews.com, 2024). Meskipun
begitu Bali tetap mendapatkan skor indeks dalam range baik (0,623) yang
menunjukkan kota ini siap dalam menyambut wisatawan baik Muslim maupun non
Muslim.

Provinsi selanjutnya adalah Kepulauan Riau dengan skor indeks 0,61.
Untuk memperkuat kehalalan produk di destinasi wisata Kepulauan Riau serta
membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal, LP3H STAIN Kepri berkomitmen
dalam mendukung program ini dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada
UMKM (Anggillya, 2024). Pulau Penyengat menjadi fokus pengembangan wisata
halal dengan fasilitas ramah Muslim, promosi branding, serta kemudahan akses dan

visa. Namun, tantangan utama adalah minimnya sertifikasi halal untuk restoran dan
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hotel, kurangnya fasilitas ibadah di berbagai titik wisata, serta terbatasnya
infrastruktur pendukung (Destiana & Kismartini, 2020).

Provinsi Lampung tengah mengembangkan wisata halal guna meningkatkan
sektor pariwisata daerah. Pariwisata ramah Muslim semakin diminati, sehingga
pihaknya menyiapkan fasilitas, produk, dan layanan halal yang menjamin
kebersihan serta kesehatan. Target utama pengembangan ini mencakup wisatawan
domestik dan mancanegara, dengan fokus pada kenyamanan tanpa membatasi
wisatawan dari latar belakang agama berbeda. Untuk memperkuat promosi, Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Lampung telah menjalin kerja sama
dengan berbagai provinsi sekitar, mengingat Lampung merupakan pintu gerbang
Sumatera (Kanafi, 2023). Salah satu bentuk implementasi wisata halal di Lampung
adalah wisata berkuda yang juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya dan
tradisi. Selain itu, Pantai Cemara di Kabupaten Lampung Timur juga tengah
diupayakan menjadi destinasi wisata halal. Saat ini, sekitar 90% pelaku usaha di
kawasan tersebut telah difasilitasi sertifikasi halal secara gratis oleh pemerintah
(Devi & Panji, 2024). Wisata halal di Lampung tidak hanya berfokus pada
penyediaan makanan halal dan fasilitas ibadah, tetapi juga mencakup kegiatan
rekreasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Asyrofi et al., 2024).

Implementasi wisata halal di Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi
tantangan besar akibat penolakan dari masyarakat dan pemerintah daerah yang
menganggap konsep ini bertentangan dengan budaya setempat. Wisata halal di
Indonesia sebenarnya berfokus pada penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah,
serta layanan ramah Muslim tanpa mengubah tradisi lokal. Namun, banyak pihak
di NTT masih salah paham dan mengaitkannya dengan upaya Islamisasi. Studi

yang dilakukan oleh Nofandi et al. (2023) menemukan bahwa meskipun ada
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resistensi, beberapa hotel di Kupang telah mulai menyediakan fasilitas ramah
Muslim, seperti arah kiblat di kamar dan makanan halal.

Memiliki banyak destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan, Provinsi
Nusa Tenggara Timur memiliki skor indeks 0,597 yang menunjukkan provinsi
dalam kondisi cukup baik. Dimana provinsi ini sudah cukup memiliki beberapa
fasilitas halal namun memang masih terbatas dalam beberapa aspek. Salah satu
wisata halal di NTT, Labuan Bajo, masih dianggap belum siap untuk diterapkan.
Ketua DPRD NTT menegaskan bahwa Labuan Bajo masih dalam tahap
pengembangan sebagai destinasi wisata dan membutuhkan keseimbangan antara
kebutuhan wisatawan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, pengelolaan
wisata di Labuan Bajo sebaiknya mengakomodasi tempat-tempat halal dan non-
halal tanpa mengubah ciri khas kuliner lokal (Kaha, 2024).

Provinsi lain yang masuk kategori cukup baik adalah Provinsi Sulawesi
Tenggara dengan skor indeks 0,586. Untuk itu pemerintah dan berbagai pihak di
Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang berupaya mengembangkan dan memperkuat
ekosistem industri halal, termasuk di sektor pariwisata. Pengembangan ekonomi
syariah dinilai sebagai strategi berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi inklusif di Indonesia Timur (Bisnis Sulawesi, 2024). Salah satu
implementasi konkret dari upaya ini adalah akselerasi sertifikasi halal di Kawasan
Wisata Pantai Tamborasi, Kolaka. Program ini merupakan bentuk dukungan
pemerintah untuk mempercepat sertifikasi halal bagi produk makanan dan
minuman di destinasi wisata. Upaya ini juga merupakan kolaborasi antara Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam program sertifikasi halal bagi 3.000 desa

wisata di seluruh Indonesia (Detik Sultra, 2024).
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Kalimantan Selatan (Kalsel), sebagai daerah dengan tingkat religiositas
tinggi, memiliki nilai indeks cukup baik. Hal ini menunjukkan potensi besar dalam
pengembangan sektor wisata halal dan perjalanan ibadah. Pemerintah Provinsi
Kalsel mendukung penuh Expo Haji, Umrah, dan Wisata Halal 2024 sebagai ajang
untuk membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan ibadah sekaligus
memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Expo ini diharapkan
mampu menciptakan peluang usaha baru serta membuka lapangan kerja bagi
masyarakat lokal (Arief RH, 2024). Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk
mendukung perkembangan industri pariwisata halal dengan bekerja sama dengan
berbagai pihak guna memastikan layanan haji, umrah, dan wisata halal di Kalsel
memiliki kualitas terbaik serta memenuhi standar internasional.

Pengembangan wisata ramah Muslim di Sulawesi Utara (Sulut) memiliki
potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan. Destinasi seperti Bunaken
dan Likupang dapat dikembangkan dengan mencontoh negara non-Muslim yang
berhasil membangun ekonomi syariah. Pemerintah berencana meningkatkan
fasilitas halal, keamanan, serta pemahaman budaya lokal guna mendukung sektor
ini. Selain itu, keberlanjutan lingkungan dan keasrian alam tetap menjadi perhatian
utama. Kolaborasi lintas sektoral dinilai penting untuk menjadikan Sulut sebagai
destinasi wisata unggulan yang inklusif bagi semua kalangan (Satrianews, 2024).
Meskipun demikian, referensi tentang wisata halal di Sulut masih minim. Manado
sendiri telah memiliki beberapa fasilitas seperti hotel dengan tempat ibadah, kuliner
halal, dan destinasi wisata religi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah serta menjadikan Sulut sebagai pusat pariwisata di

Indonesia Timur (Tigauw, 2018).
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Wisata halal di Papua Barat, khususnya Raja Ampat, memiliki daya tarik
besar bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Destinasi ini menawarkan
keindahan alam, pantai yang tenang, serta kuliner halal. Salah satu contoh
pengembangan wisata ramah Muslim adalah Saonek Village, yang menyediakan
homestay dan pengalaman wisata berbasis budaya Muslim (Puspaningtyas, 2023).
Selain itu, pemerintah setempat juga mulai mengkampanyekan pentingnya produk
halal, bukan hanya untuk umat Muslim tetapi juga sebagai kebutuhan ekonomi
masyarakat, terutama di daerah wisata seperti Sorong (IAIN Sorong, 2024).

Penerapan wisata halal di Jambi masih tergolong kurang siap berdasarkan
hasil penelitian ini. Beberapa aspek pendukung seperti restoran halal bersertifikat,
hotel dengan dapur halal, serta fasilitas ibadah di tempat umum sudah tersedia.
Namun, tantangan utama meliputi minimnya regulasi khusus, kurangnya promosi
wisata halal, serta terbatasnya aksesibilitas transportasi. Dengan peningkatan
infrastruktur dan komitmen pemerintah daerah, wisata halal di Jambi berpotensi
berkembang lebih baik.

Pengembangan wisata halal di Kalimantan Utara berfokus pada subsektor
kuliner halal. Pemerintah mendorong sertifikasi halal bagi restoran dan usaha
pariwisata guna meningkatkan daya saing daerah. Sementara itu, Kalimantan Barat
(Kalbar), yang berdekatan dengan Kaltara, memiliki potensi wisata halal karena
mayoritas penduduknya beragama Islam serta berbagai destinasi wisata menarik.
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur, minimnya
biro perjalanan berbasis syariah, serta keterbatasan paket wisata halal (Dinas
Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2020).

Kalimantan Barat dengan indeks cukup baik memiliki potensi besar dalam

wisata halal yang didukung oleh pemahaman masyarakat terhadap produk halal
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serta keberagaman objek wisata. Pemerintah daerah telah memasukkan wisata halal
dalam rencana pembangunan pariwisata serta mendorong sertifikasi halal bagi
restoran dan usaha terkait. Tantangan yang masih dihadapi antara lain rendahnya
kesadaran masyarakat, minimnya infrastruktur, serta belum adanya regulasi dan
hotel bersertifikat halal. Untuk mengatasi kendala ini, strategi yang diterapkan
meliputi kampanye pemasaran melalui media sosial, pengembangan destinasi, serta
studi banding ke daerah yang telah sukses seperti NTB (Ita Nurcholifah, Barkah,
2019).

Kalimantan Timur juga memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata
halal yang berorientasi pada gaya hidup halal serta industri halal. Sumber daya alam
seperti Sungai Mahakam, pantai, dan budaya etnik dapat dimanfaatkan untuk
muslim-friendly tourism (Agustina, 2018). Upaya rekonstruksi sarana dan edukasi
kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan wisata halal di daerah
ini. Meskipun demikian, kekurangan fasilitas dan regulasi masih menjadi tantangan
utama dalam proses transformasi wisata halal di Kaltim (Haries et al., 2023). Selain
itu, pengembangan wisata halal di Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki potensi
signifikan dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang tidak hanya sesuai
dengan standar halal tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan
inklusivitas sosial (Rachman & Hasan, 2024).

Penerapan konsep kota halal di Kalimantan Tengah diwujudkan melalui
pengembangan ekonomi syariah dan jaminan produk halal. Pemerintah setempat
mendorong sertifikasi halal bagi UMKM di sektor makanan dan minuman guna
melindungi konsumen (Lutfi, 2024). Edukasi dan kampanye halal terus dilakukan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal dalam

sektor pariwisata (Kanwil Kemenag Kalteng, 2024).
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Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, Maluku Utara
memiliki potensi besar dalam wisata religi. Warisan budaya Islam seperti kerajaan
Islam, masjid bersejarah, pasar syariah, dan situs keagamaan lainnya dapat menjadi
daya tarik utama. Untuk mengembangkan pariwisata syariah, diperlukan strategi
seperti peningkatan fasilitas dan layanan, penguatan ciri khas daerah, pembangunan
jaringan wisata halal, promosi efektif, serta pemasaran yang sesuai dengan target
wisatawan Muslim. Pengelolaan yang profesional serta strategi promosi dan
pemasaran yang tepat akan meningkatkan daya saing Maluku Utara sebagai
destinasi wisata halal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
(Marasabessy, 2025).

Banyak destinasi di Provinsi Maluku yang memiliki potensi besar untuk
berkembang menjadi wisata halal. Namun, masih terdapat kendala seperti belum
adanya regulasi dari pemerintah daerah, kurangnya pencantuman label halal pada
produk makanan dan minuman lokal, serta persepsi masyarakat yang kurang tepat
tentang wisata halal. Diperlukan strategi dari pemerintah daerah dan pengelola
wisata untuk mendorong pengembangan wisata halal dengan penerapan standar
halal yang baik (Yanlua et al., 2023).

Wisata halal di provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi besar tetapi
belum sepenuhnya dimanfaatkan. Palu memiliki kekayaan alam, budaya, dan
sejarah yang melimpah, namun pengembangan industri wisata halal masih
menghadapi tantangan. Keterlibatan komunitas lokal dalam pengembangan wisata
halal, dukungan aktif dari pemerintah daerah, strategi promosi yang efektif, serta
kerja sama luas dengan wilayah sekitarnya diperlukan untuk mendorong sektor ini.

Palu dapat menerapkan praktik terbaik dari destinasi wisata halal yang telah sukses
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untuk mempercepat pertumbuhan industri ini, yang pada akhirnya dapat
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah (Aisya et al., 2023).

Provinsi Bengkulu sedang dalam pengembangan wisata halal, yang masih
memerlukan banyak persiapan. Percepatan sertifikasi halal dan perbaikan
infrastruktur, terutama aksesibilitas menuju Bengkulu yang masih terbatas, harus
mendapat perhatian penuh. Dibandingkan dengan Lombok yang mendapat
limpahan wisatawan dari Bali, Bengkulu seharusnya bisa menarik pengunjung dari
Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, namun akses darat yang sulit masih menjadi
kendala utama. Meskipun infrastruktur belum optimal, jumlah wisatawan Bengkulu
mencapai 2,5 juta pada 2024, menunjukkan potensi besar. Festival Tabot sebagai
event nasional perlu dikelola lebih baik, serta promosi digital harus diperkuat
dengan menggandeng influencer dan seniman lokal. Pada akhirnya, aksesibilitas
menjadi kunci utama. Bengkulu harus menemukan identitas wisatanya dan
mempromosikannya secara efektif untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Pengembangan wisata halal di Gorontalo didukung oleh mayoritas
penduduk Muslim, sejarah Islam yang kuat, serta destinasi wisata bernuansa Islami
seperti Masjid Walima Emas dan Desa Wisata Bongo. Keanekaragaman kuliner
halal serta infrastruktur pendukung juga menjadi daya tarik, meskipun
pengembangannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran
masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan sensitivitas keagamaan. Untuk mengatasi
hambatan ini, diperlukan strategi seperti segmentasi wisatawan Muslim domestik
dan internasional, penyelenggaraan event keagamaan seperti Festival Walima, serta
kemitraan dengan pihak swasta guna memperkuat infrastruktur wisata halal.
Dengan pendekatan yang tepat, Gorontalo berpotensi menjadi destinasi wisata halal

yang kompetitif dan berkelanjutan (Adnan, 2024).



89

Sulawesi Barat memiliki nilai indeks yang kurang baik sebagai kota halal.
Namun memiliki potensi keindahan alam, kekayaan budaya, serta mayoritas
penduduk Muslim. Kabupaten Mamasa, dengan 21 desa wisata, menjadi fokus
pengembangan sektor ini. Namun, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, seperti
masjid dan restoran halal, masih diperlukan. Dengan strategi yang tepat dan
kolaborasi berbagai pihak, Sulawesi Barat berpotensi menjadi destinasi wisata halal
unggulan (Asyhadi, 2025). Pemerintah perlu mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi syariah di Papua Barat Daya. Perkembangan potensi lokal, meningkatkan
daya tarik wisata halal, serta mengembangkan UMKM dan ekspor industri halal
(Fajri, 2024).

Penerapan wisata halal di Provinsi Papua Tengah masih dalam tahap
pengembangan dengan fokus pada penyediaan fasilitas ramah bagi wisatawan
Muslim. Pemerintah tengah mendorong pembangunan musala dan penyediaan
makanan halal di tempat wisata untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan
Muslim (Kuswaraharja, 2021). Papua Tengah juga memiliki potensi wisata alam
yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata halal. Di Kabupaten Nabire,
pembangunan fasilitas MCK dan diving center di Pantai Erari, Soa, dan Riki
dilakukan untuk mendukung wisata bahari. Kementerian Agama dan BPJPH turut
mendorong sertifikasi halal di desa wisata guna memastikan kehalalan makanan,
minuman, serta suvenir yang dijual di kawasan wisata halal (Saudila, 2024). Untuk
mempercepat pengembangan, Papua Tengah dapat mencontoh daerah lain seperti
Lombok dan Sumatera Barat yang telah sukses dalam menerapkan konsep wisata
halal. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan guna
menyelaraskan kebijakan serta meningkatkan kualitas pariwisata halal di wilayah

ini.



90

Pengembangan wisata halal di Provinsi Papua Selatan menjadi sebuah
keniscayaan seiring dengan meningkatnya tren wisata dan upaya pemerintah dalam
menggali potensi ekonomi daerah. Papua Selatan memiliki potensi wisata yang
dapat dikembangkan, termasuk melalui pengembangan desa wisata sebagai salah
satu strategi utama. Penyediaan fasilitas ramah Muslim, seperti tempat ibadah dan
makanan halal, menjadi aspek penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan
Muslim. Selain itu, sertifikasi halal diperlukan untuk memastikan kehalalan
makanan, minuman, dan suvenir yang dijual di kawasan wisata. Papua Selatan
dapat mencontoh daerah seperti Lombok dan Sumatera Barat yang telah sukses
dalam mengembangkan wisata halal. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan
daerah sangat diperlukan guna menyelaraskan kebijakan serta mempercepat
implementasi konsep pariwisata halal di wilayah ini (Pemprov Papua Selatan,
2024).

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong pengembangan wisata
berbasis adat, seperti kampung wisata Maplire Alro di Kampung Aikima, serta
memanfaatkan potensi wisata alam sebagai destinasi unggulan (Effendi, 2025).
Untuk mendukung wisata halal, diperlukan fasilitas ramah Muslim seperti tempat
ibadah dan makanan halal, serta sertifikasi halal bagi produk yang dijual di kawasan
wisata. Papua Pegunungan dapat mencontoh daerah lain seperti Lombok dan
Sumatera Barat dalam pengembangan wisata halal, dengan dukungan kerja sama
antara pemerintah pusat dan daerah guna menyelaraskan kebijakan serta
mempercepat implementasi konsep ini (Post Papua, 2025).

Lima provinsi dari wilayah timur Indonesia meliputi Provinsi Papua dan
sekitarnya memiliki indeks terendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah

satunya adalah keterbatasan fasilitas yang mendukung gaya hidup halal, seperti
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restoran halal, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan Islam. Infrastruktur di
provinsi ini juga terbatas, dengan akses yang lebih sulit ke kota-kota besar yang
memiliki lebih banyak fasilitas halal. Selain itu, jumlah penduduk Muslim di Papua
relatif lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain, yang mengurangi
permintaan terhadap produk dan layanan halal. Secara keseluruhan, rendahnya
indeks ini mencerminkan tantangan dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas
yang mendukung gaya hidup halal di wilayah tersebut.

Provinsi dengan indeks halal city terendah, seperti Papua Pegunungan,
Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, masih menghadapi berbagai
tantangan dalam pengembangan ekosistem halal. Keterbatasan infrastruktur dan
pasokan produk halal menyebabkan akses terhadap makanan dan layanan halal
menjadi sulit. Selain itu, minimnya sosialisasi serta dominasi budaya lokal
membuat komunikasi dan penyebaran informasi terkait konsep halal kurang
optimal. Lingkungan yang mayoritas non-Muslim juga berkontribusi pada
rendahnya permintaan produk halal, sehingga layanan seperti restoran halal, masjid,
dan bank syariah masih sangat terbatas.

Sebaliknya, provinsi dengan indeks tertinggi seperti NTB, Aceh, Jawa
Timur, Jakarta, dan Sumatera Barat memiliki akses lebih baik terhadap produk
halal, komunikasi yang efektif, serta lingkungan dan layanan yang mendukung
wisata halal. Untuk meningkatkan indeks di daerah dengan skor rendah, diperlukan
upaya berupa regulasi yang lebih kuat, edukasi masyarakat, serta pembangunan
infrastruktur halal yang lebih merata. Dengan langkah ini, ekosistem halal dapat
berkembang lebih luas dan inklusif di seluruh Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam

indeks halal city antara beberapa provinsi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor
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seperti infrastruktur, kebijakan pemerintah daerah, dan kesadaran masyarakat
terhadap prinsip-prinsip halal. Secara keseluruhan, hasil analisis data indeks halal
city di Indonesia menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara provinsi-
provinsi. Meskipun beberapa provinsi telah berhasil mengimplementasikan prinsip
halal dengan baik, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Provinsi dengan nilai tinggi cenderung memiliki kebijakan yang
mendukung pengembangan ekonomi halal, seperti insentif bagi pelaku usaha halal
dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam
industri halal. Namun hal ini dapat menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia
dalam permasalahan ketimpangan infrastruktur dan keterbatasan akses informasi
terkait produk halal. Banyak kota kecil dan daerah terpencil masih kekurangan
fasilitas dan layanan yang mendukung gaya hidup halal, yang menghambat
pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah tersebut (Husni Pasarela et al., 2022).
Selain itu, problematika mengenai keengganan sertifikasi halal di Indonesia belum
mendapat perhatian penuh, yang menyebabkan keresahan (Sholeh & Mursidi,
2023).

Faktor-faktor seperti infrastruktur yang kurang memadai, aksesibilitas
layanan halal, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk
halal menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi dari
pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran dan menyediakan
fasilitas yang mendukung prinsip halal di wilayah-wilayah tersebut. Provinsi
dengan nilai rendah sering kali mengalami kekurangan dalam hal kebijakan dan
dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk

mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan halal city



93

index, termasuk peningkatan infrastruktur, promosi produk halal, dan pendidikan
masyarakat tentang pentingnya prinsip halal (Siregar et al., 2023).

Meskipun pemerintah meningkatkan kesadaran, banyak masyarakat yang
masih sulit memahami manfaat produk halal, terutama akibat urbanisasi yang
membatasi akses informasi dan layanan halal (Maghfira et al., 2022; Anggorowati
et al.,, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku
usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep halal serta
memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan kota halal (Ningsih et
al., 2022). Program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif, serta regulasi yang
lebih jelas mengenai sertifikasi halal, sangat dibutuhkan untuk menciptakan
lingkungan yang lebih mendukung prinsip halal (Priantina & Mohd Sapian, 2023).
Indeks halal city di Indonesia dapat menjadi alat yang efektif untuk menilai dan
mendorong pengembangan kota-kota yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori pariwisata berkelanjutan, yang
menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan dalam pengembangan destinasi wisata. Provinsi-provinsi dengan halal
city index tinggi, seperti Nusa Tenggara Barat dan Aceh, berhasil mengintegrasikan
aspek keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata halal mereka. Peningkatan
pendapatan ekonomi, pelestarian budaya lokal, dan pelestarian lingkungan menjadi
bukti bahwa wisata halal dapat mendukung pariwisata berkelanjutan. Teori
pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengembangan destinasi wisata

(Tariq Khan et al., 2020).
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Dalam konteks destinasi halal, pendekatan pariwisata berkelanjutan terbukti
mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi daerah dengan indeks tinggi
seperti Nusa Tenggara Barat dan Aceh. Dari segi ekonomi, pengembangan destinasi
halal telah meningkatkan pendapatan lokal melalui sektor perhotelan dan UMKM.
Nusa Tenggara Barat, dengan branding Lombok sebagai destinasi halal, menjadi
contoh sukses yang menarik banyak wisatawan Muslim, memberikan dampak
positif bagi ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor-sektor
pendukung seperti kuliner dan kerajinan lokal (Subarkah, 2018).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran halal city index memiliki
urgensi penting sebagai alat evaluasi dan dasar kebijakan untuk pengembangan
wisata halal yang inklusif. Hasil penelitian menyoroti kesenjangan antara provinsi
dengan indeks tinggi seperti Nusa Tenggara Barat dan daerah tertinggal seperti
Papua Pegunungan, yang membutuhkan perhatian lebih dalam penguatan layanan
halal dan infrastruktur. Dengan kolaborasi strategis antara pemerintah dan swasta,
indeks ini dapat menjadi panduan dalam mewujudkan destinasi wisata ramah

Muslim yang berkelanjutan dan kompetitif.
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis Halal City Index
di seluruh provinsi Indonesia dengan mengidentifikasi indikator relevan dan
mengukur nilai indeks halal di tiap provinsi. Fokus penelitian mengacu pada empat
dimensi Global Muslim Travel Index (GMTI), yaitu Access, Communication,
Environment, dan Services (ACES). Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan
expert judgement dari pakar ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan metode
Multi-Stage Weighted Index untuk memberikan pemahaman mendalam terkait
dimensi indeks halal tersebut. Triangulasi waktu, teknik, dan sumber digunakan
untuk memastikan validitas data.

Hasil penelitian menunjukkan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi dengan
indeks halal tertinggi, diikuti oleh Aceh dan Jawa Timur. Provinsi-provinsi ini
memiliki infrastruktur, layanan halal, serta promosi wisata yang mendukung prinsip
halal secara optimal. Di sisi lain, wilayah seperti Papua Pegunungan dan Papua
Selatan menunjukkan indeks terendah karena keterbatasan infrastruktur dan
layanan halal. Variasi nilai indeks mencerminkan kesiapan yang berbeda dari setiap
provinsi dalam mendukung wisata halal.

Penelitian ini memiliki implikasi signifikan dalam mendukung
pengembangan strategi wisata halal di Indonesia, termasuk dalam meningkatkan
kualitas layanan, infrastruktur, serta promosi destinasi wisata ramah Muslim.
Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan

pengembangan wisata halal secara komprehensif. Namun, penelitian ini juga
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memiliki keterbatasan, di antaranya ketergantungan pada metode kualitatif yang

mungkin memerlukan validasi tambahan dengan pendekatan kuantitatif, serta

cakupan indikator yang dapat diperluas untuk mencakup variabel yang lebih

kompleks.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka saran dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik ramah
Muslim, serta memperkuat promosi wisata halal melalui kampanye digital
dan event internasional. Kebijakan yang mendukung sektor pariwisata
syariah, seperti insentif bagi pelaku usaha, juga penting untuk mempercepat
pengembangan wisata halal di Indonesia.

Bagi Stakeholder

Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan untuk
menyusun standar layanan halal yang jelas, serta meningkatkan kualitas
fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim,

seperti restoran halal, akomodasi syariah, dan fasilitas ibadah.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan pendekatan
multidimensional, mengukur dampak sosial-ekonomi dan keberlanjutan
lingkungan dalam wisata halal, serta mengeksplorasi perbandingan antar
daerah atau negara dan peran teknologi untuk meningkatkan pengalaman

wisata halal.
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Lampiran 6. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Diaz Ayu Rengganis

Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 09 Oktober 2003

Alamat Asal : JI. Sidorejo-Gedangan, RT 02/RW 05, Dusun Siki, Desa
Penggung, Kec. Nawangan, Pacitan, Jawa Timur

Alamat Kos : JI. Candi VI No. 207C, Karangbesuki, Sukun, Kota
Malang

Telepon/HP : 081216455536

E-mail : 210503110077 @student.uin-malang.ac.id

Instagram : @ayudiazz

Pendidikan Formal

2008-2009 : TK Penggung Sari

2009-2015 : SD Negeri Penggung III

2015-2018 : SMP Negeri 1 Nawangan

2018-2021 : SMA Negeri 1 Nawangan

2022-2025 : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2021-2022 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
Malang
2022 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi




Anggota UKM Pramuka UIN Malang tahun 2021-2023

Koordinator Divisi Publikasi dan Dokumentasi Asisten Laboratorium Minibank UIN
Malang tahun 2023

Koordinator Divisi Lingkungan Hidup GenBI Komisariat UIN Malang tahun 2024

Aktivitas dan Pelatihan

Peserta Pelatihan Business Plan dalam Islamic Banking Fair tahun 2021
Peserta Pelatihan Beauty Class dalam Islamic Banking Fair tahun 2021
Peserta Pelatihan Corel Draw tahun 2022

Peserta Webinar Nasional “Sinergi Ekosistem Keuangan Digital Menuju Jakarta Kota
Global” tahun 2023

Peserta Workshop Digital Personal Branding via LinkedIn at Sandination Gathering &
Networking tahun 2023

Peserta Webinar Goes to Campus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang oleh AFSI tahun
2024

Peserta Pelatihan Software Statistik Smart PLS tahun 2024
Peserta Pelatihan dan Sertifikasi BNSP “Digital Marketing” tahun 2024
Master of Ceremony Seminar Kesehatan Mental dalam GenBI Medical Check Up 2024

Malang, 17 Februari 2025

Diaz Ayu Rengganis



